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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Jaya. yang adalah salah satu 

kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Jaya dibentuk sebagai 

hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Aceh Jaya, khususnya 

Kecamatan Jaya terkenal dengan profil penduduknya yang khas. Sebagian 

penduduk Kecamatan Jaya ini berprofil seperti orang Eropa di mana ada yang 

berkulit putih, bermata biru, dan berambut pirang. Mereka dipercaya merupakan 

keturunan prajurit Portugis pacta abad ke-16 yang kapalnya terdampar di pantai 

Kerajaan Daya, dan ditawan oleh raja kawasan itu. Para prajurit Portugis yang 

tertawan ini lama-kelamaan masuk Islam, menikah dengan penduduk setempat dan 

mengadaptasi tradisi Aceh secara turun-temurun. Keturunan mereka saat inilah 

yang terlihat khususnya di kecamatan Jaya (sekitar 75 km arah barat daya Banda 

Aceh. Kabupaten Aceh Jaya terbentuk pada tanggal 22 Juli 2002, merupakan 

wilayah pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Wilayah administrasi terdiri dari 9 

kecamatan, 21 mukim dan 172 desa, dengan ibu Kota kabupaten terletak di 

Calang, yakni suatu wilayah yang terletak di Krueng Sabee. Pemerintah Daerah 

Kabupaten Aceh Jaya, secara susunan organisasi pada tahun 2005 terdiri dari 

lembagalinstansi berupa II Dinas, 3 Badan dan 9 Kantor yang merupakan kantor 

kecamatan. Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil daerah yang bertugas di 

jajaran pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2005 sebanyak 1.148 

orang. Sementara itu jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatifyaitu 
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Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya pada tahun 2005 masih 

sebanyak 20 orang sebagaimana tahun 2004, hanya saja beberapa wakil rakyat 

mengalami pergantian antar waktu, terutama disebabkan oleh beberapa anggota 

DPRK yang meninggal pada saat terjadinya bencana gempa dan tsunami. 

B. Analisis Hasil Penelitian 

Mahoney., Jerdee dan Carroll (dalam Handoko, 1998: 34) mengatakan 

bahwa "dari 8 (delapan) tugas manajemen dan waktu yang paling banyak 

dicurahkan pimpinan adalah dalam pengawasan dengan memiliki persentase 

tertinggi dari hari kerja yaitu sebesar 28,4%". Hal senada juga disampaikan Galvin 

(dalam Stoner dkk 1996:226) mengatakan bahwa : "pimpinan akan menghabiskan 

50% waktunya untuk menangani masalah pengawasan".Sebab. pengawasan atau 

controlling merupakan fungsi keempat dari proses manajemen untuk menciptakan 

tujuan organisasi efisien dan efektif. Karena itu, pengawasan dibutuhkan untuk 

menciptakan prinsip-prinsip orgamsas1 yang lebih baik. Sebagaimana 

dikemukakan, BAPPENAS (2007:47) mengatakan bahwa "sistem pengawasan 

adalah salah satu bagian dari penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang 

baik (good governance)". Artinya, dalam pemerintahan yang baik mengharuskan 

atau dibutuhkan adanya pengawasan. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD) sebagai suatu lembaga 

dalam sistem pemerintahan demokratis merupakan unsur yang sangat penting 

selain unsur lainnya seperti sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, 

kebebasan berserikat dan sebagainya. Setiap sistem demokrasi selalu didasarkan 
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pada ide bahwa warga negara atau masyarakat terlebihnya terlibat atau 

diikutsertakan dalam hal pembuatan keputusan politik, baik secara langsung 

maupun tidak langsung melalui wakil pilihannya di lembaga perwakilan. Hal ini 

diharapkan dapat menjamin masyarakattetap ikut serta dalam proses politik, yang 

mengakibatkan timbulnya hubungan antara wakil dengan yang diwakili. 

Keadaan seperti itu, Grazia dalam Sanit (19&5) memberikan suatu 

pemyataan bahwa perwakilan diartikan dengan bagian hubungan diantara dua 

pihak yakni wakil dengan terwakili, di mana wakil memegang kewenangan untuk 

melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya. 

Karena itu, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini merupakan hal yang 

sangat esensial, terutama berfungsi untuk mewakili kepentingan-kepentingan 

masyarakatnya. 

Melalui badan itulah aspirasi masyarakat diakomodasi dalam proses 

politiknya dan kemudian dituangkan dalam berbagai macam kebijakan publik 

yang sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat itu sendiri. Dengan 

demikian, semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah ini. maka akan lebih mampu mengakomodasi dan 

mengeluarkan aspirasi yang berkembang dalam segala aspek kehidupannya, 

sehingga dapat diharapkan mampu berperan serta mengantisipasi permasalahan 

yang timbul dalam masyarakat itu sendiri. 

Pada akhir-akhir ini, banyak kritikan dan bahkan kecaman terhadap Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, atau dikatakan bahwa lembaga yang paling banyak 

kritikan oleh berbagai pihak komponen masyarakat, baik menyangkut ciri-ciri 
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struktural maupun keanggotaannya. Seperti halnya dinyatakan dalam hasil 

penelitian dari International Republican Institute (IRI) sebagai organisasi non­

profit, yang concern terhadap masalah demokrasi, bahwa lembaga perwakilan 

rakyat (DPR/DPRD), kinerjanya belum dapat memainkan peran yang 

sesungguhnya dalam menyerap aspirasi masyarakat 

( https://i lmupemerintahan. wordpress.com/sekilas-in fo!riset/.d i unduh 14 Apri I 

20 15). 

Hal ini pula, disebutkan oleh Sam Soeharto sebagai Directur Center for 

Public Politics Studies dengan memberikan pernyataannya bahwa para anggota 

Dewan (DPRIDPRD) masih belum menunjukkan tanda-tanda kinerja Dewan 

(DPR/DPRD) dan masih mengedepankan kebebasan berbicara ketimbang 

substansi masalahnya. Berdasarkan pada pernyataan tersebut, kiranya dapat 

mengkategorikan tentang kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPRIDPRD) masih 

lemah, yang semestinya secara fungsional kelembagaan itu harus dapat 

mencerminkan realitas sosial yang berkembang dalam berbagai aspek kehidupan 

masyarakatnya. Dengan kata lain, kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPRIDPRD) 

melalui proses politiknya tidak hanya sekedar mencerminkan dari unsur-unsur 

kepentingan partai politik, tetapi lebih dari hal itu harus dapat mewakili emosi dan 

aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Karena itu sangatlah penting adanya ikatan 

psikologis antara pihak yang diwakili dengan mewakili, di mana ikatan itu akan 

memunculkan representasi terhadap keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR/DPRD). Di samping itu, sangat penting pula memahami argumentasi dari 

representasi atas proses politik yang menunjukkan pada kinerja lembaga 

perwakilan rakyat itu sendiri. 
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Melihat perspektif yang berkaitan dengan persoalan kinerja Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR/DPRD) ini, kiranya dapat dikemukakan dari hasil jajak 

pendapat yang dilakukan oleh Harian Kompas tahun 2004, yakni 87 persen 

responden menyatakan bahwa kinerja lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD) 

dewasa ini masih kecenderungan besar melakukan penyimpangan dari harapan 

masyarakat. Masyarakat merasa kecewa karena proses politik yang dilakukan oleh 

lembaga perwakilan rakyat lebih pada kepentingan partainya sendiri. Kenyataan 

ini sangatlah dikhawatirkan oleh berbagai komponen masyarakat dan tidaklah 

mengherankan bilamana muncul pembagian kekuasaan yang lemah bahkan 

sekaligus kurang mencerminkan hubungan kekuasaan yang harmonis. Selain itu 

pun, kesan yang sama dirasakan oleh 85 persen responden yang menunjukkan 

ketidakpuasan dengan kinerja kelembagaan perwakilan rakyat (DPR/DPRD) 

dalam menyelesaikan permasalahan riil di masyarakat. Masyarakat mencermati, 

bahwa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat itu melalui para politisinya lebih 

mengedepankan konflik di antara mereka sendiri ketimbang menyelesaikan 

konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakatnya menjadi konflik di lembaga 

perwakilan rakyat yang jauh lebih beradab dan sistematis sebagai bentuk idealnya. 

Keadaan seperti itu, beberapa hal yang muncul dan sepatutnya 

dikhawatirkan masyarakat tentang kinerja kelembagaan perwakilan rakyat 

(DPR/DPRD) ini. Meskipun berbagai macam permasalahan riil masyarakat dapat 

diselesaikan, sepertinya terlupakan atau tertutup oleh upaya para wakil pilihannya 

dilembaga perwakilan rakyat ini yang berlaku berlebihan menghadapi persoalan 

kekuasaan. Bahkan diakui banyak juga persoalan masyarakat telah dicoba dan 

dibenahi, tetapi tanggapan muncul terkait dengan kinerja lembaga perwakilan 
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rakyat itu masih jauh dikatakan optimal. Artinya, sangatlah relevan bilamana 

dilakukan penelitian mengena1 analisis kinerja Dewan Perwakilan Rakyat 

Kabupaten Aceh Jaya. 

Jika dicermati secara umum DPRD mempunyai 3 (tiga) fungsi dasar yaitu: 

fungsi anggaran, fungsi pembuatan kebijakan (legislasi), dan fungsi pengawasan. 

Kemudian, berdasarkan Pasal 42 ayat (I) huruf c UU Nomor 32 tahun 2004, 

secara umum ruang lingkup pengawasan oleh DPRD meliputi tiga hal yaitu: 

a. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Perundang-

undangan lainnya (Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan 

sebagainya). Pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pencapaian tujuan 

awal saat ditetapkannya Peraturan daerah. 

b. Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD 

Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal saat 

ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah. 

c. Pengawasan terhadap Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga. Pengawasan 

ini meliputi pengawasan terhadap kerjasama daerah oleh pemerintah daerah 

dengan pihak ketiga baik lokal maupun internasional, materi meliputi bidang 

yang dikerjasamakan, jangka waktu kerjasama, manfaat bagi daerah, dan 

sumber pembiayaan. 

Kemudian berdasarkan ketentuan dalam pasal 184 Undang-Undang 

nomor 32 tahun 2004 mengatakan : 

I. Kepala Daerah menyampaikan rancangan perda tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa 
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 
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Keuangan paling lambal 6 (en am ) bulan selelah lahun anggaran 
berakhir. 

2. Laporan keuangan sekurang-kurangnya melipuli laporan realisasi 
APBD, neraca, Japoran arus kas, dan calalan alas Japoran keuangan, 
yang dilampiri dengan Japoran keuangan badan usaha milik daerah. 

3. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan slandar 
akuntansi pemerinlahan yang dilelapkan dengan peraluran pemerinlah. 

Agar pengawasan DPRD berjalan dengan baik lerhadap keliga kegialan 

yang dilakukan yailu pengawasan implemenlasi Perda, pelaksanaan APBD, dan 

perjanjian kerjasama sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 42 ayal (I) huruf c 

UU Nomor 32 lahun 2004 di alas, maka sebagai acuan leori yang dipakai dalam 

penelitian ini sebagaimana yang telah disajikan peneliti pada Bab II yaitu memakai 

teori Griffin dalam Wasistiono & Wiyoso (2009: 144-145). Menurul pakar 

manajemen itu mengalakan ada 4 (empal) mendasar proses pengawasan dalam 

organisasi lembaga polilik alau pemerinlahan yaitu (I). Establish standards, (2). 

Measurement performance (3). Compare performance again.~ standars (4). 

Consider corrective action. Pertimbangan memakai leori di alas ada kesesuaian 

(cocok) dengan fenomena yang lerjadi dilapangan, dimana DPRK Aceh Jaya 

ketika melakukan pengawasan mengalami hambatan dan lantangan lerutama 

dalam hal pembahasan dan tindak Janjut Laporan Pertanggungjawaban Bupati 

Aceh Jaya. 

Hambatan dimaksud secara internal bahwa ketika melakukan pengawasan 

DPRK Aceh Jaya belum membuat alal ukur yang lerukur, hal ini diakibalkan 

banyaknya tugas dan kewajiban bagi setiap anggota DPRK, sehingga fungsi 

pengawasan DPRK kurang efektif dalam mengevaluasi LPJ Bupati. Kondisi ini 

dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia (pendidikan formal maupun 
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informal, pengalaman, wawasan dan kemampuan atau pengalaman berpolitik) 

sebagai anggota DPRK. Sebab jika mengacu kepada Kepmendikbud 045/U/2002, 

Pasal I adalah "yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat tindakan 

cerdas, penuh tanggungjawab yang dimi/iki seseorang sebagai syarat untuk 

dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang 

pekerjaan tertentu. Artinya, tindakan cerdas sumberdaya manusia DPRK sangat 

berkaitan dengan kualitas DPRK Aceh Jaya untuk mencermati pembahasan tindak 

lanjut laporan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Jaya Terhadap APBK. Keempat 

proses pengawasan ini sebagaimana ditemukan dilapangan selama penelitian akan 

diuraikan lebih lanjut. 

B. I. Kajian Pengawasan dari Perspektif Establish Standards 

Standar adalah penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, 

untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan 

organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan 

dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi. 

Adanya standar atau hasil yang diinginkan, maka akan lebih mudah untuk 

mengetahui penyimpangan kualitas pelayanan. Standar harus jelas, tepat dan 

dapat terukur termasuk dalam batas waktunya, sehingga mudah dikomunikasikan 

dan diterjemahkan atau dilaksanakan oleh para pelaksana. Kemudahan 

mengkomunikasikan sasaran dan tujuan dengan kata-kata yang tepa! amat penting 

dalam pengawasan. Adanya penetapan target atau sasaran yang diinginkan akan 

menjadi sebuah kriterium guna mengukur kenyataan yang dihasilkan kemudian 

dibandingkan dengan keadaan yang diinginkan. Selain kejelasan rumusan hasil 
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atau target yang diinginkan juga sebagai kejelasan tolok ukur standar kualitas 

layanan. Bila target yang diinginkan eksekutif dan legis Iatif tidak jelas atau tidak 

terukur secara kuantitatif akan mengakibatkan tidak berfungsinya pengawasan. 

Menurut Handoko (1998:363-364) ada 3 (tiga) bentuk standar yaitu: 

a. Standar-standar phisik, mungkin meliputi kuantitas barang atau jasa, 
jumlah langganan, atau kualitas produk. 

b. Standar-standar moneter, yang ditunjukkan dalam rupiah dan 
mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan 
penjualan, dan sejenisnya. 

c. Standar-standar waktu, meliputi kecepatan menyelesaikan pekerjaan, 
atau batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan. 

Kemudian Atmosudirdjo ( 1989: 225) mengatakan "bentuk standar itu dapat 

pula bersifat administratif, yuridis atau teknis dan dapat bersifat sederhana atau 

kompleks, dapat bersifat norma-norma baik kualitatif dan kwantitatif berdasarkan 

pengalaman masa lampau dan sebagainya, kemudian standar juga harus dapat 

digunakan dalam organisasi". Dengan demikian standar merupakan keharusan 

ketika melakukan pengawasan, sebab tanpa standar sulit melakukan pengawasan, 

karena standar merupakan acuan atau pedoman yang baku untuk diikuti. Misalnya, 

standar berat untuk ukuran tinggi 150 em dan usia 50 tahun harus ditetapkan 

misalnya 48 kg, jika melewati standar 50 kg maka perlu dilakukan pemeriksaan. 

Jika dikaitkan dengan hasil wawancara dengan pimpinan DPRK Aceh jaya 

mengatakan" 

Salah satu fungsi kontrol (pengawasan) DPRK Aceh Jaya adalah 
dengan memaksimalkan kontrol terhadap eksekutif dan secara 
proporsional sebagai jembatan aspirasi antara masyarakat dengan 
pemerintah dan sebagai tolok ukur adalah Arah dan Kebijakan 
APBK sebagai wadah tertuangnya aspirasi masyarakat1

) 

1 Hasil wawancara dengan ketua DPRK tanggal 12 Mei 20 II 
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Jika dicermati pendapat ketua DPRK Aceh Jaya di atas bahwa fungsi 

pengawasan sangat strategis untuk dilaksanakan dalam mengawasi roda 

pemerintahan khususnya di Aceh Jaya. Namun ketika melakukan pengawasan 

lembaga ini belum memuat suatu standar yang baku dan terukur sebagaimana hasil 

wawancara dengan ketua DPRK yang mengatakan: 

"Ketika DPRK melakukan pengawasan telah dibuat standar dan biasanya 
berkaitan dengan jumlah perda yang harus disusun dan disahkan demikian 
juga jumlah anggaran namun untuk hubungan perjanjian kerjasama­
kerjasama ada patokan yang baku2). 

Jika dikaitkan kajian teoritik dengan hasil wawancara dapat 

diinterpretasikan bahwa lembaga DPRK belum sepenuhnya mengikuti tahapan 

pengawasan itu sendiri. Hal senada juga diungkapkan oleh eksekutif sebagaimana 

hasil wawancara dengan Bupati Kabupaten Aceh Jaya mengatakan " 

Kami akui bahwa penetapan standar sangat penting untuk melakukan 
pengawasan tetapi selama ini selalu tidak konsisten diikuti, misalnya 
penyampaikan draf LPJ kepada Dewan ditetapkan 3 hari setelah 
disampaikan akan dilakukan rapat di Dewan tetapi terkadang melenceng 
dari waktu yang ditetapkan, bahkan setelah dilakukan loby-loby politik 
kesepakatan baru ada"3. 

Sesungguhnya, digunakannya standar menjadi sebuah kriterium oleh 

legislatif dan eksekutif tentu saja merupakan batasan tentang apa yang harus 

dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan kedua lembaga tersebut dalam 

melaksanakan proses roda pemerintahan. Sehingga dengan penetapan standar dan 

metode pengukuran prestasi kerja yang ditetapkan kedua lembaga yang 

2 Hasil wawancara dengan ketua DPRK tangga\ 12 Mei 2011 

3 ) Hasil wawancara dengan Bupati Aceh Jaya tanggal IS Mei 2011 
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bersangkutan. Lembaga eksekutif dan legislatif akan bernilai jika mereka dapat 

membedakan apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Jika dihubungkan 

dengan kinerja kedua lembaga tersebut dimensi penetapan standar berkaitan 

dengan perbuatan yang bisa membedakan yang benar dan salah atau etika dalam 

bekerja. Artinya, yang baik adalah yang boleh dilakukan sesuai dengan norma 

(patokan) yang ditetapkan dalam proses pembelajaran dan salah adalah yang harus 

dihindari atau tidak dilaksanakan. 

Tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari belum sepenuhnya diterapkan, ini 

tercermin dari dari hasil wawancara dengan ketua Fraksi Gabungan sebagaimana 

disajikan pada uraian berikut" 

Jika ada Qanun yang diimplementasikan di Aceh Jaya manakalah terjadi 
penyimpangan dilapangan apabila tclah dimuat dimedia cetak, seperti 
Qanun Galian C tarif (standar) yang ditetapkan dalam Qanun dinaikkan 
dari yang sesungguhnya, sehingga para pengusaha komplain dengan tarif 
yang diterapkan kemudian dimuat disurat kabar."4 

Jika diinterpretasikan adanya perilaku yang meyimpang dari pelaksana 

kebijakan publik karena DPRK dalam melaksanakan pcngawasan jarang turun 

kelapangan, disamping tidak adanya kejelasan standar (patokan) tarif yang 

ditetapkan untuk menyelesaikan pekerjaaan akan mempermudah DPRK untuk 

menilai implementasi kebijakan publik (Perda). Sebab dengan patokan waktu yang 

ditetapkan akan membuat DPRK sungguh-sungguh bekerja, disamping itu juga 

akan mempermudah pengukuran kinerja eksekutif dan legislatif. 

Jika ditelusuri kepatuhan para eksekutif terhadap peraturan, hal ini 

menunjukkan bahwa eksekutif ketika mereka bekerja sangat patuh terhadap 

4 Hasil Wawancara dengan Pengusaha tanggal 10 April 2011 tentang lmplementasi Qanun Galian 
c 
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peraturan yang ditetapkan. Adanya kepatuhan terhadap proses roda pemerintahan 

menjadi teratur, sebab legislatif dan eksekutif tidak menyimpang dari norma. 

Legislatif dan eksekutif yang sangat patuh kepada peraturan tentu saja lam bat laun 

akan dapat mendongkrak kinerjanya. Demikian juga dibutuhkan ketegasan 

pimpinan untuk menindak atau memberi sanksi (punishment) kepada bawahannya 

sebagai implementor yang menyimpang dari norma, jika ada ketegasan pimpinan 

menerapkan sanksi dan imbalan lambat laun perilaku aparatur yang menyimpang 

dari norma akan semakin sedikit. 

Dalam proses penyusunan perda/qanun, fungsi DPRK sebagai pengawas 

dapat dilihat dari sejumlah aspek, di antaranya, adalah mekanisme atau sarana 

yang digunakan dalam mencari aspirasi warga dalan pembuatan perda, demikian 

juga dalam penyusunan anggaran yang disusun oleh eksekutif. Sejumlah praktik 

dalam aspek-aspek tersebut patut diteladani, seperti kecenderungan untuk 

menggunakan mekanisme pertemuan warga dan peninjauan lapangan di kalangan 

anggota DPRK untuk menyerap apsirasi warga dalam proses penyusunan anggaran 

dan qanun sehingga ketika eksekutif menyampaikan draf anggaran untuk disahkan 

munculnya inisiatif untuk membuat panitia khusus (pansus) dalam pengesahan 

anggaran maupun pembuatan Qanun. 

Akan tetapi kecenderungan yang berkebalikan justru lebih ban yak dijumpai, 

misalnya munculnya kebiasaan untuk tidak serius dalam proses pembahasan dan 

pengesahan LPJ dan Perda terkadang cepat disahkan. Hal ini disebabkan masih 

minimnya efektivitas mekanisme atau sarana penyerapan aspirasi warga dalam 

proses pengesahaan anggaran dan minimnya kapasitas kalangan DPRK dalam 

legal drafting. Pentingnya ditampung aspirasi masyarakat oleh eksekutif 
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merupakan tuntutan dari diharuskannya melaksanakan Musrenbang desa, 

kecamatan dan kabupaten sehingga melahirkan RPJMD selama periode bupati. 

Artinya, pemyerapan aspirasi masyarakat merupakan proses dimulainya 

pencarian input sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan produk kebijakan. 

Beberapa cara yang dilakukan lembaga legislasi dalam rangka penyusunan perda 

antara lain, adalah melakukan pertemuan dengan warga, menyediakan forum 

komunikasi, peninjauan lapangan, melalui media massa, atau cara-cara 

konvensional semacam Musrenbangdes/UOKP/Rakorbang. Hasil survei 

menunjukkan bahwa terdapat tiga cara yang paling ban yak dilakukan untuk proses 

pencarian input yaitu melalui Musrenbangdes, pertemuan warga dan peninjauan 

lapangan. Dalam penyusunan anggaran yang paling banyak digunakan lembaga 

legislatif termasuk mencari input melalui peninjauan lapangan dan mendatangi 

masing-masing SKPD. 

Setelah itu kemudian dilakukan pembentukan panitia khusus. Pembentukan 

pansus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sensitif dam kontroversial 

sebagai sarana menampung aspirasi masyarakat dalam penyusunan anggaran 

dilakukan di Kabupaten Aceh Jaya. Langkah ini ditempuh berkaitan dengan 

penyusunan anggaran agar lebih fokus membahas anggaran. 

Namun bila dikaitkan dengan hasil wawancara dengan anggota DPRK 

mengatakan" "pansus itu dibuat adalah untuk membahas anggaran dan 

menyangkut hal-hal yang strategis seperti LPJ Bupati, agar LPJ Bupati mendapat 

persetujuan dari DPRK untuk diqanunkan maka eksekutif harus melakukan loby-
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loby politik"s 

Jika diinterpretasikan loby-loby politik untuk memperlancar persetujuan LPJ 

Bupati, ukuran atau standar yang ditetapkan untuk mengesahkan anggaran dan LPJ 

Bupati, belum jelas alat ukur yang dipakai sebagai patokan. Ada isu politik yang 

muncul dalam proses paripurna yang mengatakan "jika LPJ Bupati hendak 

mendapat pengesahan standarnya tergantung kepada uang terima kasih yang 

diberikan oleh eksekutif'. Jika tidak diberikan fungsi DPRK akan mencari 

kesalahan-kesalahan dalam penyusunan anggaran dan penyusunan 

pertanggungjawaban. Fungsi legislasi untuk membuat LPJ di qanunkan akan 

mengikuti proses cukup panjang pembahasannya di sidang-sidang dewan hingga 

produk hukum yang dihasilkan tersebut siap diberlakukan. Sebagaimana pada 

masa Orde Baru, kemampuan rata-rata anggota dalam menggunakan hak 

menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan penyusunan anggaran. 

Ketidakmampuan menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan rancangan 

peraturan daerah, misalnya merupakan kelemahan tersendiri di kalangan anggota 

DPRK. Fenomena ini jamak ditemui karena kebanyakan anggota dewan baru 

menjabat untuk pertama kalinya. 

Kemampuan dalam legal drafting juga banyak dipertanyakan, terutama 

karena tingkat pendidikan anggota dewan yang tidak memadai. Dari hasil obervasi 

peneliti menurut penilaian tokoh agama, pengusaha menunjukkan penyusunan 

legal drafting masih lemah. Dalam pandangan para pengusaha dan tokoh 

masyarakat ada tiga kelemahan besar dari DPRK ketika melakukan legal drafting. 

Kelemahan tersebut secara berurutan adalah kemampuan melakukan interpretasi 

5 Hasil Wawancara dengan DPRK 18 Mei 2011. 
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otentik, kelemahan dalam mempertimbangkan aspek historis dan sosiologis 

(lingkungan) dan kelemahan sistematika, yakni kemampuan menempatkan Qanun 

dalam sistem peraturan perundangan secara keseluruhan. Di luar ketiganya, aspek 

lemah yang juga menjadi sorotan sekalipun tidak sebesar ketiga yang disebut 

diatas adalah kemampuan prediksi ke depan (futuristik) dan kelemahan gramatikal. 

Dengan mempelajari titik lemah DPRK tersebut, ada kecenderungan bahwa 

qanun-qanun yang dibuat selama ini seolah-olah berdiri sendiri, sering tidak 

memperhatikan penafsiran asli dari peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi, termasuk kedudukannya dalam sistem perundang-undangan secara 

keseluruhan dan ketidaksesuaian qanun terse but dengan kehendak masyarakat. 

Hal lain yang berbeda dan kini banyak mendapat sorotan adalah ketentuan 

bahwa DPRK mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban bupati pada 

akhir tahun anggaran. Dengan ketentuan ini, seorang kepala daerah wajib 

membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahunan ke DPRD. Hak yang 

dimiliki oleh DPRD ini dimaksudkan sebagai mekanisme cheks and balances 

terhadap pihak eksekutif. Forum LPJ yang disampaikan setiap tahun ini 

diasumsikan dapat semakin memperkuat posisi DPRD dihadapan pejabat-pejabat 

eksekutif di daerah. Dengan mekanisme ini, kinerja pemerintah daerah 

diasumsikan dapat dinilai secara teratur dan mendapat kontrol publik secara teratur 

pula melalui DPRD. 

Kalau selama ini kita berulang kali mendengar, membaca dan menyaksikan 

berbagai kecaman yang ditujukan kepada DPRD karena kinerjanya yang sangat 

buruk sehingga kekecewaan publik semakin mengemuka. Catalan ini didapatkan 

dari pengamatan atau observasi selama survei atau proses wawancara berlangsung 
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dengan dukungan data atau informasi sekunder dari media massa setempat atau 

sumber-sumber informasi lain. Hal ini tidak terlepas dari kapsitas sunber daya 

yang dimiliki lembaga yang pada gilirannya akan menentukan kinerjanya. 

Dalam mengevaluasi LPJ harusnya DPRK memperhatikan keselarasan 

anggaran dengan program yang ditetapkannya dengan mengikuti prinsipi-prinsip 

sebagai berikut:. (I). Demokratis, bahwa anggaran baik berkaitan dengan 

pendapatan maupun pengeluaran, hendaklah ditetapkan melalui proses 

mengikutsertakan sebanyak-banyaknya unsur masyarakat (2). Adil, yakni 

anggaran hendaknya diarahkan secara optimum bagi kepentingan orang banyak 

dan secara proporsional dialokasikan bagi semua kelompok masyarakat 

berdasarkan kebutuhannya. (3). Transparan, yakni proses perencanaan, 

pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran, hendaknya diketahui oleh 

masyarakat umum selain diketahui oleh DPRK. (4). Bermoral tinggi, yakni 

pengelolaan anggaran tidak hanya berpegang pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku melainkan senantiasa mengacu pada etika dan moralitas. (5). 

Akuntabel, yakni pengelolaan anggaran harus dapat memberikan 

pertanggungjawaban secara intern dan ekstern kepada masyarat. 

Mempertanggungjawabkan apa yang telah diakomodir dari aspirasi masyarakatnya 

dengan cara-cara terbuka. 

Disamping itu juga harus mendorong semangat Anggota DPRD secara 

subtansial yaitu (I). Mengembangkan dan mendorong kreativitas anggota DPRD 

untuk menyadari dan memahami sbstansial ketiga fungsi yang harus dilakukan 

sebagai wakil rakyat dalam melaksanakan hak dan kewajiban Dewan. (2). 

Menumbuhkan prinsip akuntabilitas dan transparansi keanggotaan DPRD untuk 
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meningkatkan kinerja dan mutu responsibiltasnya. (3). Memotivasi yang 

keberpihakan kepada masyarakat banyak sehingga mencerminkan keterwakilannya 

sebagai amanah aspirasi masyarakat pemilihnya. (4). Meningkatkan arti 

pentingnya sebagai anggota DPRD untuk dapat memperjuangkan hak-hak rakyat 

dalam proses politiknya sehingga proses pembuatan kebijakannya memberikan 

makna bagi kemanfaatan masyarakat bersangkutan. 

B.2. Kajian Pengawasan dari Perspektif Measurement Performance 

Agar pengawasan pelaksanaan LPJ berjalan dengan baik, DPRK harus 

melakukan pengukuran apakah dengan cara berulang-ulang dan berlangsung terus 

menerus secara benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, 

mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah 

hasil. Penetapan standar akan sia-sia hila tidak disertai berbagai cara untuk 

mengukur pelaksanaan kegiatan. Misalnya, melakukan pengukuran dengan 

inspeksi mendadak, meminta laporan bulanan dari eksekutif. 

Handoko (1998:364), mengatakan ada beberapa pertanyaan yang penting 

yang harus dijawab sebelum melakukan pengukuran yaitu: 

a. Berapa kali (how often) pelaksanaan seharusnya diukur-setiap jam, 
harian, mingguan, bulanan. 

b. Dalam bentuk apa (what form) pengukuran dilakukan, apakah laporan 
tertulis, inspeksi mendadak, melalui telepon; 

c. Siapa (who) yang akan terlibat melakukan pengawasan, manajer, staf 
departemen. 

Pentingnya dilakukan pengukuran adalah untuk mengetahui performance 

(kinerja) eksekutif agar tidak terjadi konflik penggunaan anggaran yang tidak tepat 

sasaran. Konflik kepentingan antara DPRD sebagai lembaga legislatif dan 
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pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif kerap kali dijumpai dalam proses 

LPJ di DPRD. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi pengawasan terhadap 

pemerintahan dalam melaksanakan anggaran. Artinya, jangan pengawasan 

anggaran dilakukan pada akhir tahun pembukuan. Pada setiap akhir tahun 

anggaran dan pada akhir masa jabatannya, Kepala Daerah diwajibkan untuk 

menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). 

LKPJ merupakan laporan yang disampaikan oleh kepala daerah setiap tahun 

dalam sidang Paripurna DPRD yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas 

otonomi dan tugas pembantuan. Pada saat tersebut, DPRD harus memberikan 

penilaian terhadap kinerja Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan yang 

telah diamanahkan. Penilaian kinerja yang dilakukan oleh DPRD tersebut 

sekurang-kurangnya meliputi penilaian terhadap (a).Tingkat capaian kinerja 

sasaran yang mengukur seberapa jauh Kepala Daerah telah berhasil mencapm 

tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam Dokumen 

perencanaan (renstra dan renja). (b). Efektivitas pelaksanaan pembanguan yang 

mengukur seberapa jauh hasil pembangunan tersebut telah sesuai dan memenuhi 

kebutuhan seluruh masyarakat, baik dalam peningkatan kesejahteraan, kualitas 

pelayanan aparatur maupun kondisi makro daya saing daerah. (c). Efisiensi 

pengelolaan sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber dana yang 

digunakan dalam proses pembangunan. (d). Kualitas dan ketaatan terhadap 

peraturan perundangan serta asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

dan bersih dari KKN (good governance). 

Sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja, maka seharusnya laporan 

realisasi perhitungan APBD dilengkapi dengan Laporan Kinerja Pemerintah 
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Daerah yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Daerah (LAKJP) sesuai dengan lnpres nomor 7 tahun 1999. Namun 

demikian, DPRD masih dapat juga memanfaatkan hasil pemeriksaan Badan 

Pemeriksa Keuangan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja dalam 

LKPJ tersebut. Pasal 184 UU 32 tahun 2004 menyatakan bahwa LPJ Pelaksanaan 

APBD disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD dalam bentuk 

laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-

lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Dengan mengorganisasikan segenap potensi dan jaringan aliansi strategis 

yang ada, maka efektivitas dan obyektivitas DPRD dalam melakukan penilaian 

kinerja pemerintah daerah melalui LKPJ akan menghasilkan penilaian yang 

obyektif, tepat dan akurat. Dengan keterbatasan kompetensi DPRD untuk menilai 

kinerja laporan keuangan tersebut, DPRD dapat mengoptimalkan segala sumber 

daya yang ada dengan melakukan sinergi dengan aparat pengawasan lain yang 

terkait untuk melakukan analisis terhadap kinerja pemerintah daerah tersebut. 

Selain itu, dukungan staff tenaga ahli dapat dioptimalkan untuk melakukan 

penilaian kinerja pemerintah daerah melalui LKPJ tersebut. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan eksekutif mengatakan "Laporan 

Pertanggung Jawaban (LPJ) eksekutif selalu dilakukan pada akhir tahun, ketika 

dilakukan LPJ di depan DPRK sering terjadi dialog cukup lama dimana dewan 

yang terhormat mereka meminta klarifikasi setiap pos mata anggaran dan 

terkadang sampai membutuhkan waktu 2-3 hari sebelum diparipurnakan".6 

Jika mencermati data hasil wawancara tersebut, ini mencerminkan belum 

6 Hasil wawancara dengan eksekutiftanggal 12 Mei 2011 
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adanya jadwal pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh DPRK, artinya, 

mulai kegiatan dan penggunaan anggaran harus dipantau apakah setiap minggu 

atau bulanan dengan menciptakan makanisme yang ditetapkan serta disepakati 

bersama. Menciptakan mekanisme yang mencerminkan hubungan kerja yang 

dapat mengeliminasi peluang penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pemanfaatan APBD. Menciptakan standar untuk lebih 

memperjelas hak dan kewaj iban pemerintah daerah dalam mengalokasikan 

pembangunan daerah sesuai kepentingan masyarakatnya. Membangun sistem 

informasi dan data yang akurat untuk memberikan standar yang efektif bagi peran 

pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

daerahnya. 

Jika dilakukan pedoman atau jadual pelaksanaan pengawasan akan 

mempercepat LPJ eksekutif di DPRK serta menunjukkan bahwa eksekutif tidak 

menghadapi beban psikologis ketika dilakukan LPJ. Adanya mekanisme dan 

jadwal pengawasan yang ditetapkan serta menerapkan dimensi pengawasan 

dengan pengukuran prestasi kerja dewan dan eksekutif serta melakukan 

perbandingan kinerja antara eksekutif dan DPRK akan membuat kedua mitra kerja 

ini semakin harmonis dalam pelaksanaan pembangunan. 

Melakukan evaluasi LPJ merupakan proses pengukuran kinerja capaian-

capaian pembangunan yang dilakukan oleh eksekutif. Pengukuran prestasi kerja 

ini merupakan indikator apakah eksekutif telah menggunakan anggaran tepa! 

sasaran sesuai dengan yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana diamanahkan 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
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Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk 

perencanaan dari pusat hingga daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran 

dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pacta 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah 

kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan 

program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, 

dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka 

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan 

pula bahwa RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun. Karena itu adanya dokumen RPJMD merupakan 

pedoman melalukan pengawasan anggaran yang harus dipantau oleh legislatif 

setiap saat apakah telah sesua1 penggunaan anggaran dengan RPJMD. Jadi 

pengawasan anggaran itu bukan hanya dilakukan ketika LPJ Bupati dievaluasi 

pacta akhir tahun. 

Jika dikaitkan dengan hasil wawancara dengan eksekutif mengemukakan 

bahwa" 

Meskipun RPJMD telah disusun dan menjadi Perda tetapi ketika dilakukan 
LPJ Bupati sering RPJMD itu tidak digunakan menjadi pedoman 
mengevaluasi LPJ Bupati, bahkan ketika dilakukan pembahasan LPJ di 
rapat dewan yang terhormat para legislatif justru melakukan lobby-lobby 
dengan anggota dewan lainnya, secara substansial jarang menyentuh materi 
LPJ itu sendiri.7 

1 Hasil Wawancara dengan Eksekutiftanggal12 Mei 2011. 
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Jika diinterpretasikan tampaknya RPJMD itu hanya sebatas dokumen yang 

tersimpan di lemari arsip, tidak menjadi acuan melakukan pengawasan sekaligus 

untuk mengukur prestasi eksekutif dan legilatif. Eksekutif yang berhasil apabila 

mampu mewujudkan visi dan misinya dengan menggunakan anggaran yang telah 

ditetapkan dengan berpedoman kepada RPJMD. RPJMD memuat tentang arah 

kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan 

program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah 

dan program kewilayahan. RPJMD disusun dengan pendekatan partisipatif yaitu 

melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini 

bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta 

pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini 

dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian 

diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan. Artinya, dokumen 

RPJMD merupakan keharusan dalam proses evaluasi LPJ Bupati. Legislatif dan 

eksekutif yang berprestasi apabila mampu mewujudkan visi dan misi kabupaten 

Aceh Jaya sekaligus merupakan kebutuhan agar pembangunan disegala bidang 

terwujud. 

Kebutuhan prestasi dalam pembangunan ini merupakan cara yang terbaik 

sebagaimana dikemukakan Luthans (dalam Thoha, 2005 : 230-232) mcngatakan 

karakteristik "orang yang mengejar kebutuhan berprestasi selalu memerlukan 

umpan balik yang segera, dengan informasi itu ia akan memberikan kepadanya 

penjelasan bagaimana ia berusaha mencapai hasil sehingga ia tahu kekurangan 

yang nantinya bisa diperbaiki untuk peningkatan prestasi berikutnya". Artinya, 

hasil kinerja eksekutif dan legislatif yang mengejar kebutuhan prestasi ingin 
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segera diketahui kinerjanya baik mingguan, bulanan dan per tahun. 

Eksekutif dan legislatif yang mampu memenuhi atau melampaui tuntutan 

pekerjaan, maka tepatlah kiranya diberikan penghargaan, misalnya dalam bentuk 

barang atau uang dan diberikan tepa! pada waktunya agar mempunyai nilai. 

Demikian juga apabila penghargaan non material seperti kenaikan pangkat 

diberikan kepada mereka tepa! pada waktunya akan membuat mereka termotivasi 

bekerja. 

Sebab ketika dilakukan pembahasan LPJ para eksekutif ingin umpan balik 

segera mereka ketahui apakah penggunaan anggaran yang mereka pakai telah tepat 

sasaran sesuai dengan penilaian DPRK. Namun hasil wawancara terekam dari 

salah seorang legislatif mengatakan" LPJ adalah menilai kinerja eksekutif, namun 

tidak segera dapat diketahui hasilnya karena LPJ itu selalu ada perbaikan-

perbaikan dan itu menjadi hukuman bagi eksekutif agar hati-hati menggunakan 

anggaran".8 

Jika diinterpretasikan hukuman yang diberikan kepada eksekutif apabila 

melakukan kesalahan yang berhubungan dengan pekerjaan dan jabatan yang 

disandangnya. Legislatif dapat memberikan hukuman sesuai dengan tingkat 

kesalahan yang dilakukan eksekutif yang berangkutan dengan berdasarkan 

ketentuan undang-undang yang berlaku (Thoha, 2007:26). Tetapi jika diamati 

(observasi) oleh peneliti para legislatif jarang melakukan pengawasan ke lapangan 

sesuai dengan waktunya. Hal ini menunjukkan waktu pelaksanaan pengukuran 

kinerja kurang baik dilakukan. 

Meskipun dilakukan pengawasan hanya pada saat mendekati hari LPJ, 

' Hasil wawancara dengan DPRK Aceh Jaya tanggal 10 Mei 2011 
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seharusnya DPRK harus turun kelapangan baik secara mingguan, bulanan, agar 

LPJ mulus berjalan di rapat dewan yang terhormat. Karena itu, hasil pengukuran 

prestasi kerja eksekutif yang mengutamakan kepatuhan kepada legislatif dengan 

catatan takut dihukum (disidang) atau diberhentikan sebagai Buapti tentu akan 

membuat sebagian eksekutif beserta jajarannya menjadi apatis dan malas bekerja. 

Sikap malas bekerja tercermin dari tingkat kehadirannya, kecepatan 

menyelesaikan tugas proses pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam 

RPJMD. 

Karena itu, agar dimensi pengukuran prestasi kerja sebagaimana yang 

diamanatkan dalam RPJMD harus dipedomani agar dapat membentuk perilaku 

eksekutif dengan menerapkan rewards and punishment kepada SKPDnya. Yang 

tidak berprestasi mendapat hukuman (punishment) seperti penundaan kenaikan 

pangkat dan yang berprestasi mendapat imbalan (rewards) seperti kenaikan 

pangkat istimewa agar perilaku SKPD untuk meningkatkan kinerjanya semakin 

lebih optimal. 

Jika legislatif turun secara terjadwal dan teradministrasi melakukan inspeksi 

langsung memantau pekerjaan SKPD, maka perilaku SKPD akan semakin lebih 

baik. sebagaimana dikemukakan Atmosudirjo (1982 : 228-229) mengatakan 

bahwa "metode observasi langsung yaitu paling meyakinkan dan paling banyak 

digunakan melihat perilaku staf. Bentuknya seperti inspeksi langsung dengan 

melihat apa yang sedang dikerjakan staf'. 

Karena itu, melakukan pengukuran harus ada kriteria yang baku dan terukur, 

sebab tanpa adanya kriterium yang baku sebagai alat ukur untuk membandingkan 

antara realisasi dengan standar akan sulit mengukur atau menetapkan apakah 
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eksekutif dan legislatif berprestasi atau tidak. Bahkan sulit menentukan secara 

tepat ada tidaknya deviasi (penyimpangan). Karena itu, jika belum ada ukuran 

yang terukur dan baku untuk menetapkan prestasi kerja eksekutif, tentu saja akan 

sulit melakukan pengawasan. Sebab dasar (pijakan) pengawasan itu diawali dari 

adanya standar (patokan) yang terukur yang harus dicapai eksekutif dan legis Iatif 

kemudian melakukan perbandingan dengan kenyataan (realisasi). Jika realisasi 

melebihi standar maka kedua lembaga itu disebut berprestasi. Tetapi jika standar 

belum terukur secara pasti atau masih bersifat umum, maka sulit melakukan 

pengukuran atau menemukan penyimpangan. Sebab ketepatan (kehanda1an) 

peni1aian tergantung kepada standar (Handoko, 1999: 152). Misa1nya, termometer 

untuk mengukur suhu panas, atau timbangan untuk mengukur berat badan. Jika 

alat ukur sudah baku maka penilaian itu bisa objektif. Tetapi jika a1at ukur belum 

terukur maka peni1aian itu akan bias. Berbagai bias penilaian itu bisa terjadi 

seperti (1). Prasangka pribadi karena kesukuan. senioritas, pendidikan, dan status 

sosial; (2). Halo effect (karena senang kepada yang dinilai); (3). Terla1u lunak dan 

ter1a1u keras terhadap pemberian ni1ai (4). Pengaruh kesan terakhir (kegiatan 

terakhir baik a tau buruk cenderung 1ebih diingat o1eh penilai. Handoko ( 1999:140-

141 ). 

Karena itu, jika standar yang ditetapkan be1um terukur dengan tepat, yang 

pada akhirnya tingkat deviasi (penyimpangan) sui it diprediksi dengan tepat, karena 

a1at ukurnyapun be1um tepat. Disamping itu peni1aian yang tepat, harus disertai 

dengan 1aporan, baik 1aporan harian, m ingguan, dan bu1anan tentang capaian 

kinerja eksekutif dan 1egis1atif dan kemudian ditanggapi secara tertu1is o1eh atasan 

1angsung, dari hasil tanggapan pimpinan itu akan dapat membentuk peri1aku 
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eksekutif dan legislatif. Disamping itu, belum adanya semacam imbalan berupa 

insentif dalam bentuk material maupun non material (pujian/penghargaan) kepada 

eksekutif dan legislatif yang mencapai target Sehingga eksekutif dan legislatif 

yang mencapai target dengan tidak mencapai target biasa-biasa saja. 

Manakala eksekutif dan legislatif bekerja di atas standar dan ptmpman 

memberikan pujian atau penghargaan maka kinerja eksekutif dan legislatif akan 

semakin optimal dalam pemberian pembelajaran. Sebaliknya, jika eksekutif dan 

legislatif bekerja di bawah standar yang ditetapkan dan pimpinannya memberikan 

teguran atau sanksi maka akan menjadi pembelajaran bagi eksektuif dan legisaltif 

untuk merubah perilakunya kearah yang lebih baik. Karena itu, mengevaluasi 

kinerja eksekutif dan legislatif akan menampilkan hasil baik-buruknya pekerjaan, 

dari hasil penilaian ini tentu akan merefleksikan perilaku eksekutif dan legislatif. 

Tetapi jika pimpinan tidak konsisten menerapkan rewards and punishment 

maka pengawasan yang dilakukan eksekutif dan legislatif tidak bermakna. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan KADlN mengatakan" 

Sebagai anggota KADlN perlunya transparansi anggaran, setiap 
pembuatan anggaran seharusnya melibatkan masyarakat sejuh mana 
masyarakat dapat terlihat kerterlibatan masyarakat ini merupakan alat 
kontrol bagi kami. DPRD seharusnya memiliki kekuatan hukum 
untuk memback up semua kegiatannya, KADIN pun sama 
persepsinya bahwa ketika mereka melakukan pengawasan sering 
tidak memiliki acuan yangjelas hanya ceita-cerita saja"9 

Jika diinterpretasikan tampaknya DPRK ketika melakukan pengawasan tidak 

memiliki persiapan yang matang dengan membuat alat ukur yang terukur yang 

pada akhimya tingkat deviasi (penyimpangan) sulit diprediksi dengan tepat, karena 

9 Hasi! Wawancara dengan Kadin tanggal 8 April 2011 
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alat ukurnyapun belum tepat. Pada hal melakukan pengawasan harus ada alat 

ukur kemudian membandingkannya dengan realisasi. 

Fakta di lapangan hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pors1 

pengawasan para wakil rakyat (anggota DPRD) lebih banyak terfokus dan 

"terjebak" pada aktivitas pemeriksaan yang berupa kunjungan kerja baik ke 

masyarakat, mengangkat permasalahan yang timbul di masyarakat tersebut dalam 

rapat-rapat dengar pendapat yang lebih cenderung ke permasalahan politis praktis 

dan tak dapat dipungkiri akhirnya berujung pada politik kepentingan pribadi atau 

golongan seperti money politics. Akibatnya, permasalahan masyarakat tak 

terselesaikan dan sering tak muncul jalan keluar menuju perbaikan yang 

diharapkan oleh masyarakat. Kondisi masyarakat tidak berubah, walaupun para 

wakil rakyat Ielah berbondong-bondong melakukan kunjungan kerja. 

Meskipun RP JMD harus dipedomani tetapi hanya sebatas dokumen yang 

tersimpan didalam lemari arsip. Itu sebabnya sebagus apapun RPJMD disusun 

kalau tidak implementasikan sebagai pedoman pengawasan akan tidak bermakna. 

RPJMD Kabupaten Aceh Jaya merupakan instrumen untuk mengukur tingkat 

pencapaian kinerja kepala SKPD selama 5 (lima) tahun. 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan 

program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan 

arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat 

mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, 

kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja 
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Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam 

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD 

Kabupaten Aceh Jaya merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan 

pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Aceh, 

sehingga dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Aceh Jaya berpedoman pada 

RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Aceh dan RTRW 

kabupaten tetangga. Agar RPJMD Aceh Jaya selaras dengan kebijakan 

pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional 

yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi 

pembangunan daerah. Disamping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap 

RPJMD daerah lain. Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung 

koordinasi antar pelaku pembangunan dan untuk keselarasan dan sinergitas antar 

daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

pengawasan dan evaluasi. Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan 

dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, 

yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi 

dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Dasar penyusunan RP JMD 

Aceh Jaya dengan menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat Aceh Jaya. 

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran merupakan suatu 

keharusan dalam sebuah negara demokrasi. Dalam konteks otonom i daerah 

partisipasi masyarakat dijamin melalui Undang-Undang No 32/ 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, pada Pasal 45 menyebutkan anggota DPRD mempunyai 

kewenangan menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi 
76 

16/41788.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



masyarakat. Kemudian pasal 139 menegaskan masyarakat berhak memberikan 

masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan 

rancangan peraturan daerah. Dijaminnya kebebasan masyarakat menyampaikan 

aspirasi dan berpartisipasi dalam penyusunan seperti kebijakan publik di daerah, 

agar kebijakan publik itu tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. ltu 

sebabnya perumusan kebijakan itu dimulai dari dan oleh rakyat, dan untuk rakyat 

terutama dalam sebuah negara demokrasi. 

B.3. Kajian Pengawasan dari Presfektif Compare Performance agains 

Standars. 

Sedangkan comparison yaitu membandingkan hasil yang dicapai dengan 

target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi, atau lebih 

rendah atau sama dengan standar. Bila prestasi sesuai dengan standar, eksekutif 

dan legislatif mungkin menganggap bahwa "segala sesuatu dalam kendali". 

Proses ini akan menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan antara standar 

dengan realisasi, apakah standar dapat tercapai. Melakukan perbandingan akan 

mudah mengetahui penyimpangan yang terjadi. Bila perbandingan tidak dilakukan 

antara hasil yang diharapkan dengan kenyataan yang dihadapi maka fungsi 

manajemen tidak berfungsi. Karena itu, pihak eksekutif dan legislatif perlu 

melakukan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan kenyataan yang 

dihadapi. Proses perbandingan itu dapat dilakukan dengan memahami RPJMD 

yang disusun Aceh Jaya, jika ada anggaran proyek-proyek dapat dilakukan 

kunjungan untuk memantau proyek. 

Jika diamati hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah 
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seorang anggota D PRK mengatakan " 

Jika ada proyek pembangunan di daerah Aceh Jaya akan dilakukan 
kunjungan kelapangan jika ada permintaan dari LSM, Tokoh Masyarakat 
dan Tokoh Agama, hal ini kemudian dihadari oleh Pimpinan Proyek dan 
SKPD pengguna anggaran, ini dilakukan agar pemantauan itu lebih 
objektif."10• 

Jika diinterpretasikan tampak bahwa kehadiran unsur masyarakat 

melakukan pemantauan cukup baik, tetapi mereka harus memahami rancangan 

bangunan proyek terse but diperlengkapi dengan pedoman dalam buku RP JMD 

sebagai pemandu dan alat ukur yang tepa! agar lebih mudah melakukan 

perbandingan (compare) antara target dengan realisasi termasuk didalamnya 

bahan-bahan yang dipakai serta biaya yang dibutuhkan agar pertanggungjawaban 

kepada publik semakin akuntabel. Legislatif yang aktif memantau proyek-proyek 

pembangunan Di Kabupaten Aceh Jaya misalnya, didapat kesan dari seorang 

sumber bahwa keaktifan itu mendapat respons positif masyarakat, terutama kalau 

kunjungan pemantauan itu ditujukan terhadap proyek-proyek yang sedang 

dilaksanakan atau bermasalah. Keadaan ini dapat menjadi contoh yang baik bagi 

pengawasan jalannya pemerintahan sehingga diharapkan terjadinya penurunan 

tindak korupsi dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. 

Namun, perlu diingatkan kecenderungan ini positif sejauh turun ke 

bawahnya dalam konteks peran pengawasan dan bukan meminta jatah kepada 

developer atau kontraktor karena anggaran yang dipakai telah berbasis kinerja. 

Satu praktik yang dapat d icontoh adalah d iberlakukannya anggaran berbasis 

kinerja, yaitu dalam Rancangan APBD disusun secara rinci yang kemudian 

diserahkan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan. Model anggaran ini berbeda 

10 Hasil Wawancara dengan Anggota DPRK Aceh Jaya tanggal 8 April2011 
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dengan model anggaran pada umumnya. Perbedaan terletak pada semakin 

rincinya pos-pos keuangan yang disusun. Setiap Dinas, Badan, Kantor dan lain-

lain juga menyusun anggaran masing-masing secara rinci. Setelah semua anggaran 

diterima di DPRD kemudian dilakukan pembahasan. Mekanisme seperti ini 

memudahkan DPRD melakukan fungsi pengawasan dan budgeting. Hasil dari 

pengawasan ini DPRD berhasil menekan anggaran yang diajukan eksekutif. 

Demikian juga melakukan rapat anggaran dalam rapat komisi atau forum-forum 

anggaran tidak hanya sebagai forum yang membahas soal anggaran dan isu-isu 

tertentu. Akan tetapi, kalangan dewan harus menjadikannya juga sebagai forum 

untuk membahas keluhan-keluhan masyarakat yang berhubungan dengan masalah-

masalah publik. Dalam soal keluhan di bidang pelayanan pendidikan, misalnya 

selain menyampaikan keluhan tersebut kepada Pemda, DPRD juga membahasnya 

dalam rapat anggaran. Untuk keluhan/tuntutan yang berhubungan dengan program 

pembangunan, selain melakukan kunjungan ke lapangan DPRD juga 

membahasnya pada tingkat sidang komisi. 

Demikian juga Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebagai mekanisme 

untuk menunjukkan peran pengawasan DPRK yang menjadi isu politik 

kontroversial, kalangan anggota DPRD di Kabupaten Aceh Jaya memiliki 

pandangan menarik mengenainya. Substansi LPJ, dalam perspektif mereka, 

hendaknya dapat dipahami oleh pihak eksekutif secara proporsional sebagai 

bagian dari mekanisme kontrol DPRD terhadap eksekutif dan bukan untuk 

menjatuhkan Bupati, LPJ juga harus dilihat dalam konteks keputusan hukum dan 

bukan semata-mata dalam konteks sebagai keputusan politis. 

Biasanya agar LPJ Bupati lancar dalam sidang umumnya dilakukan dulu 
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loby-loby politik sebagaimana hasil wawancara dengan Bupati Aceh Jaya 

mengatakan " 

Rapat paripurna ke 6 DPRK Aceh Jay a tahun sidang 2011-2012 ten tang 
pendapat akhir fraksi - fraksi DPRK terhadap rancangan qanun tentang 
pertanggung jawaban pelaksanaan LPJ tahun anggaran 2010, persetujuan 
dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama bupati dan DPRK 
Aceh Jaya terhadap rancangan qanun tentang pertanggung jawaban 
pelaksanaan APBK tahun anggaran 2011 berjalan lancar dengan loby­
loby politik. 11 

Jika diinterpretasikan dilakukannya lobi politik oleh eksekutif dan legislatif 

tidak lain adalah melakukan pendekatan- pendekatan secara tidak resmi, menilik 

asal kata lobi yang berarti teras atau ruang depan yang terdapat di hotel-hotel, 

tempat dimana para tamu duduk-duduk dan bertemu dengan santai kemungkinan 

kata lobi melatar belakangi perkembangan istilah "melobi" yang terjadi karena 

kebiasaan para anggota parlemen di Aceh Jaya yang biasa berkumpul di lobi 

ruang sidang dan memanfaatkan pertemuan di ruang tersebut untuk melakukan 

berbagai pendekatan, diantara persidangan. 

Diwaktu istirahat para anggota parlemen Aceh Jaya menginginkan 

dukungan bagi usulannya dapat " melobi" anggota yang lain diluar sidang. Dilain 

pihak kelompok-kelompok kepentingan yang ingin mempengaruhi hasil yang 

dicapai sidang juga dapat memanfaaatkan keberadaan para anggota parlemen di 

lobi tersebut untuk melakukan pendekatan. Dari kebiasaan inilah kata "lobbyng" 

menjadi meluas. Umumnya dilakukan lobi politik untuk (1). Mempengaruhi 

kebijakan (2). Menarik dukungan (3). Memenangkan prasyarat kontrak/ dalam 

kegiatan politik (4). Memudahkan urusan (5). Memperoleh akses untuk kegiatan 

11 Hasil Wawancara dengan Bupati Aceh Jaya lr.Azhar Abdurrahman di gedung 
DPRK tanggal 12 Desember 20 II 
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berikutnya. (6). Menyampaikan informasi untuk memperjelas kegiatan. 

Banyak hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan organisasi, pengambilan 

keputusan, kegiatan rutin, program, proyek dan kegiatan penunjang yang lain 

membutuhkan ketrampilan manajerial dalam melakukan lobi terutama pacta para 

stakeholders (pihak lain yang berkepentingan) di organisasi. Artinya, jika 

mencermati lobi politik adalah positif, tetapijika dikonotasikan memintajatah dari 

uang LPJ merupakan cara yang tidak bennoral dalam berpolitik. Pandangan ini 

mengetengahkan ada dua pihak atau lebih yang berkepentingan atau yang terkait 

pacta suatu obyek, tetapi kedudukan mereka tidak sama. Dalam arti ada satu pihak 

yang merasa paling berkepentingan atau paling membutuhkan, sehingga kemudian 

melakukan upaya yang lebih dari yang lain untuk mencapai sasaran atau obyek 

yang diinginkan. Pihak yang paling berkepentingan inilah yang akan aktif 

melakukan berbagai cara untuk mencapai obyek tersebut dengan salah satu 

caranya melakukan lobbying antara eksekutif dan legislatif di Aceh Jaya. 

B.4. Kajian Pengawasan dari Perspektif Consider Corrective Action 

Action yaitu keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. 

Tindakan korektif sangat penting dianalisis, sebab bila prestasi lebih rendah dari 

standar dan analisis menunjukkan ada tindakan yang diperlukan. Bilamana telah 

terjadi penyimpangan (deviasi) antara strandar dengan realisasi, tindakan korektif 

sangat penting dilakukan oleh pihak eksekutif dan legislatif, yaitu melakukan 

tindakan Follow-Up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi. Proses 

Follow-Up atau tindakan ini dapat dilakukan apakah dengan merubah standar, 

ukuran atau norma. Selaku eksekutif sebagai pelaksana berbagai program kegiatan 
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yang telah dilakukan pengesahan bersama oleh lembaga legislatif, kemudian 

implemetasinya dilakasanakan oleh masing - masing satuan kerja perangkat 

daerah (SKPD), atas semua plafon anggaran yang telah direalisasikan sipengguna 

anggaran maka perlu dilakukan koreksian. Tugas dan wewenang pengawasan 

DPRD secara khusus tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat 

( 1) C yang berbunyi: 

DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan 
terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, 
peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam 
melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama intemasional 
di daerah. 

Menurut Handoko (1998:365) tindakan koreksi mungkin berupa: 

a. Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu 
rendah). 

b. Mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu sering 
frekuensinya atau kurang atau bahkan mengganti sistem 
pengukuran itu sendiri). 

c. Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan 
penyimpangan-penyimpangan. 

Tetapi ketika melakukan tindakan koreksi kemampuan pegawm sangat 

penting diperhatikan apakah target yang ditetapkan itu telah sesuai dengan 

kemampuan eksekutif untuk mencapainya. Sebagimana hasil wawancara dengan 

eksekutifketika dilakukan pembahan LPJ Aceh Jaya mengatakan" 

Dilakukannya tindakan koreksi cukup baik selaku pengguna anggaran 
misalnya pendapatan daerah Aceh Jaya tahun 2010 sebesar Rp. 
360,001.926.366 dan dengan jumlah realisasinya Rp.360.589.884.052 dan 
Belanja daerah sebesar Rp 433.951.451.646 dengan realisasi sejumlah Rp. 
389.319.578.238. Artinya, ada pencapaian target. 

Jika diinterpretasikan tampak bahwa antara target dengan realisasi terjadi 

capaian kinerja, tetapi kondisi dilapangan misalnya, apakah dengan peningkatan 
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pendapatan asli daerah terjadi dampak ekonomi masyarakat yang semakin lebih 

baik ini perlu dilakukan evaluasi kepada masyarakat, sebab pembangunan 

ekonomi erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Tidak akan terjadi 

pertumbuhan ekonomi di suatu negara tanpa didahului dengan pembangunan 

ekonomi. Banyak manfaat yang akan diperoleh suatu negara dengan adanya 

pembangunan ekonomi. Beberapa manfaat pembangunan ekonomi bagi 

masyarakat Aceh Jaya seperti terjadinya pengangguran dengan adanya 

pembangunan ekonomi akan mendorong terciptanya lapangan kerja. Sehingga 

dapat menarik tenaga kerja yang ada, kemudian meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, dengan luasnya lapangan kerja yang tersedia, peluang masyarakat 

memperoleh pekerjaan akan semakin besar dan akan berdampak pada 

meningkatnya kesejahteraan. Terjadinya perbaikan di bidang pendidikan, dengan 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat tentu akan ban yak orang tua yang mampu 

membiayai pendidikan anaknya hingga ke jenjang yang lebih tinggi lagi. 

Kemajuan di bidang teknologi, seiring berjalan waktu pertumbuhan ekonomi akan 

membutuhkan teknologi yang lebih maju untuk mengimbangi pertumbuhan 

ekonomi. Meningkatkan keahlian dalam bidang tertentu, dengan ditariknya tenaga-

tenaga ahli dari luar yang menguasai suatu keahlian tertentu, masyarakat yang 

bel urn menguasainya dapat belajar langsung dari ahlinya. 

Karena itu, peningkatan pendapatan asli daerah tidak terlepas dari terjadinya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat sebab pengawasan ini bertujuan untuk 

menggambarkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah 

dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta mengembangkan 

mekanisme checks and balance antara lembaga legislatif dan eksekutif demi 
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terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pemilihan anggota legislatif atau 

para wakil rakyat yang duduk di parlemen I DPRD ini, diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang signifikan bagi penguatan dan konsolidasi demokrasi. 

Secara sederhana demokrasi dapat dikatakan suatu sistem untuk membuat 

keputusan-keputusan politik, dimana individu-individu mendapatkan mandat 

kekuasaan melalui pertarungan kompetitif memperebutkan suara rakyat. Namun 

demikian, hal tersebut akan sangat tergantung pada mekanisme rekruitmen 

keanggotaan DPRD yang akan bermuara pada proses kinerja DPRD itu sendiri 

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPRD dalam melakukan 

pengawasan terhadap kinerja eksekutif dinilai masih tidak dapat membedakan 

secara jelas antara pengawasan politis dan teknis hal ini diakibatkan belum 

ditetapkannya kriteria yang jelas. Standar atau kriteria pengawasan yang dipakai 

oleh anggota DPRD juga tidak jelas sehingga kesan hanya mencari-cari kesalahan 

pihak eksekutif menjadi lebih menonjol. Salah satu bentuk respons atas tidak 

efektifnya fungsi pengawasan DPRD di daerah. 

Sebagaimana dikemukakan hasil wawancara dengan eksekutif 

mengatakan" 

Ketika dilakukan proses rapat dewan (action) dengan membahas LPJ, para 
anggota dewan yang terhormat terkadang tidak fokus membahas LPJ 
Bupati, karena sebelum dilakukan pembahasan umumnya dilakukan dulu 
loby-loby antara eksekutif dengan DPRK, sehingga pertanggungjawaban 
eksekutif diterima dengan catatan perbaikan"12 

Jika diinterpretasikan data hasil wawancara di atas, ini mencerminkan 

karena tidak ada alat ukur yang terukur ketika melakukan pengawasan akan 

12 .Hasil Wawancara dengan Sekda Aceh Jaya 18 Mei 2011 
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menimbulkan kecurigaan publik terhadap DPRK. Publik menduga telah terjadi 

permainan politik uang (money politics) dalam proses pertanggungjawaban kepala 

daerah sehingga memberikan bukti nyata bagaimana para wakil rakyat memaknai 

fungsi Pengawasan DPRD. Pengawasan telah diterjemahkan sebagai sarana 

mencari kesalahan dan kelemahan yang cenderung digunakan untuk, menjatuhkan 

lawan politik atau kepala daerah yang sedang berkuasa. Kalau tidak dapat 

digunakan untuk menjatuhkan, mencari keuntungan pribadi dan golongan, dengan 

melakukan kolusi dengan pejabat atau kepala daerah yang sedang dalam sorotan 

pengawasannya. 

Jika dicermati penyebab rendahnya pembuatan standar atau ukuran yang 

terukur tidak terlepas dari kompetensi sumber daya manusia DPRK Aceh Jaya. 

Merujuk pada data yang diperoleh dari Sekretariat DPRK Aceh Jaya, dapat 

diketahui jumlah anggota DPRK Aceh Jaya hasil pemilihan legislatif tahun 2009 

sebanyak 20 orang. Anggota DPRK yang telah memperoleh gelar S I sebanyak I 

orang sedangkan 19 orang hanya memiliki jenjang pendidikan setaraf SMA, 

sedangkan PNS Kabupaten Aceh Jaya sebagian besar sudah berpendidikan S I. 

Karena itu anggota DPRK Kabupaten Aceh Jaya belum dapat sepenuhnya 

mengimbangi kemampuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, dalam menjalankan 

fungsinya. 

Setiap sistem politik mempunyai prosedur-prosedur untuk rekrutmen dan 

seleksi para elit politik, tetapi rekruitmen politik ini sangat menentukan kinerja 

kelembagaan legislatif atau parlemen, termasuk juga DPRD ini. Faktor utamanya 

dalam konsistensi perwujudan janji politik mereka dalam kebijakan publik. 

Karena, hanya dengan kualifikasi sumber daya manusia politik yang memadai, 
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para politisi akan dapat secara cerdas menyesuaikan berbagai perubahan yang ada 

dengan janji politik mereka dalam produk kebijakan publik yang kontekstual. 

Sesungguhnya mengelola masyarakat Aceh Jaya yang agamis dengan fanatisme 

kedaerahan yang tinggi diperlukan kemampuan managerial untuk memanage 

konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan latar belakang perbedaan 

sifatlkadar fanatisme masyarakat dan beberapa perbedaan dalam tata cara 

melaksanakan ibadah antar aliran dalam Islam dan antara penduduk asli dengan 

masyarakat pendatang. Salah satu kiat mengelola proses perbedaan tersebut adalah 

lewat kebijakan yang dapat menyejukkan semua pihak dan sesuai dengan 

keinginan masyarakat dan pemerintah. 

Pernyataan tersebut diatas, konteksnya dengan kinerja DPRD, terkait dengan 

konsistensi janji-janji politik mereka dalam produk kebijakan publik yang 

transparansi kepada masyarakatnya, sehingga mereka mengenal dengan positif 

hal-hal yang bersifat kontektual. Dalam perspektif tersebut, batasan kinerja 

menurut pandangan dari Bernardin dan Russe I ( dalam Gomes, 1997 : 49) sebagai 

catatan out comes yang dihasilkan dari fungsi pekedaan atau kegiatan selama 

periode tertentu. Kemudian Donnelly dan lvancevich (dalam Veitzhal dan Fauzi, 

2005 : 68) memberikan batasannya bahwa kinerja merujuk kepada tingkat untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian kinerja ini merupakan 

fungsi dari kemampuan untuk melaksanakan tugas atau kegiatan sehingga 

seseorang atau kelompok orang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat 

keterampilan tertentu. 

Kesediaan dan keterampilan tersebut, tidaklah cukup efektif untuk 

dilaksanakan tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan 
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bagaimana mengerjakannya. Dengan kata lain, terutama berkaitan dengan 

penelitian ini, kinerja sebagai hasil kerja atau kegiatan yang dapat dicapai dalam 

bentuk produk kebijakan oleh DPRD sesuai wewenang dan 

pertanggungjawabannya dalam mengemban aspirasi kepentingan masyarakat. 

Berkaitan hal itulah, sebagaimana disebutkan oleh Davis (1985 : 484) 

bahwa faktor-faktor yang dijadikan ukuran kinerja legislatif adalah faktor 

kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Hal ini dirumuskan sebagai 

berikut :Human Performance =Ability+ Motivation. Kualitas fungsi pengawasan 

yang seharusnya dilakukan oleh DPRD berkaitan era! dengan kapasitas tingkat 

pendidikan anggota DPRD. Tingkat pendidikan anggota DPRD yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan eksekutif pacta umumnya berimplikasi pada kemampuan 

mereka untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dengan lebih 

baik. Anggota DPRD yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi dapat 

mengimbangi tingkat pendidikan eksekutif sehingga pengawasan akan berjalan 

secara proporsional. Namun demikian, harapan ini tidak selamanya terwujud, 

terutama di Kabupaten Aceh Jaya. 

Bergulirnya ketidakpuasan daerah terhadap pola pembangunan yang berlaku 

selama pemerintahan Orde baru, direspon oleh pemerintah transisi dengan 

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. Masyarakat di Daerah selama ini menilai bahwa undang-undang yang 

lama Ielah menguatkan dominasi pemerintah dibandingkan Pemerintahan Daerah, 

sehingga pemberian otonomi kepada daerah tidak dirasakan secara nyata. 

Diskursus tentang otonomi yang marak tentang pemberitaannya di media massa, 

telah menjadi semacam tuntutan yang cukup vocal dating dari berbagai daerah. 
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Banyak dikalangan masyarakat menyorot atau mempertanyakan tentang peran 

dan fungsi atau kinerja DPRD, apakah dapat menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah sebagai 

wakil rakyat atau yang berkonotasi negatif hanya sebagai symbol/stempel saja. 

Hal ini disebabkan bahwa DPRD selama ini belum mampu menyentuh persoalan-

persoalan substansi yang lebih riil, mengandung makna pemberdayaan daerah 

yang sebenarnya. 

Hasil penelitian menunjukkan pertama, DPRK Aceh Jaya hingga saat ini 

belum menunjukkan suatu kinerja yang optimal dan berkualitas, dengan kata lain 

kinerja yang dihasilkan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikator 

akuntabilitas, responsivitas dan efektifitas. Kedua, akuntabilitas dari seberapa 

besar kegiatan DPRK dan kebijakannya telah sesuai dengan fungsi dan 

wewenangnya konsisten dengan kehendak masyarakat dan dapat dipertanggung 

jawabkan kepada masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Dimana selama ini 

fungsi dan hak-hak DPRK yang ada selalu digunakan sebagai alat pemenuhan 

kesejahteraan anggota DPRK semata serta kepentingan partai politik dari anggota 

DPRK terse but. Ketiga, responsivitas, ditinjau dari tingkat seberapa jauh anggota 

DPRK tanggap dan bisa memahami kondisi yang berkembang dan apa yang 

menjadi prioritas untuk ditangani sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sedang 

berkembang. Tingkat responsivitas anggota DPRK dapat dikatakan baik, hal ini 

seringnya DPRK merespon pengaduan dan surat yang masuk atau mengadakan 

rapat kerja dengan Perangkat Daerah. Namun hal ini belum diimbangi dari 

banyaknya tuntutan/aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada lembaga ini, 

baik dalam bentuk unj uk rasa, mengirim delegasi hinga meminta audiensi dengan 
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anggota DPRK. Keempat, Efektifitas, dilihat dari tujuan organisasi sebagai 

penyambung aspirasi masyarakat daerah dapat melaksanakan fungsinya serta 

memberikan pelayanan dari amana! fungsi yang diembannya. Hal ini dapat dilihat 

dari tingkat keefektifan DPRK masih rendah, yaitu belum adanya action atau 

kebijakan DPRK dalam melaksanakan fungsinya, khususnya dalam fungsi 

legislasi dan pengawasan yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai 

pada pelaporan, karena DPRK memiliki wewenang untuk menentukan arah dan 

kebijakan umum APBK serta dalam melaksanakan Peraturan Daerah. 

Bahkan peraturan daerah yang ada hanya merupakan hasil rancangan 

(inisiatif) dari pihak eksekutif. DPRD hanya melakukan pembahasan dan 

memberikan persetujuan untuk diberlakukan. Karenanya pacta umumnya inisiatif 

ataupun peran masing-masing anggota DPRK masih minim dan secara spesifik 

belum memahami tentang penjabaran fungsinya dalam Peraturan Tata Tertib 

DPRK. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang 

mengatakan : 

"Sebetulnya DPRD yang diharapkan dapat memperjuangkan apa yang 
menjadi kebutuhan masyarakatnya. Terpilihnya Anggota DPRD karena 
mereka telah memberikan harapan yang besar pada masyarakat saat 
menjelang pemilu Jalu. Namun harapan itu sepertinya tinggal harapan yang 
tak pernah terwujud. CaJon anggota DPRD menjelang pemilu mendatangi 
masyarakat hingga ke pelosok desa dengan ramah dan santun. Lalu 
masyarakat pun simpati pacta mereka sehingga menjatuhkan pilihan 
padanya'"11

. 

13 Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat tanggal 1 Juni 2011 
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Kemudian hasil wawancara dengan Tokoh Pemuda Kab Aceh Jaya yang 

mengatakan bahwa : 

Setelah terpilih terlihat mereka hampir tidak pernah lagi mengunjungi 
konstituennya, bahkan jika mereka melintas kadang-kadang tidak menyapa 
masyarakatnya. Apakah karena mereka te lah mendapatkan apa yang 
mereka cari (jabatan, gaji dan lain-lain). Atau memang mereka tidak 
mengenal kami? Wallahu a'lam 14. 

Jika diinterpretasikan tampaknya ada kekecewaan masyarakat terhadap 

kinerja DPRK pada 20 II ketika masyarakat melakukan koreksi setelah mereka 

terpilih menjadi DPRK tampak publik kecewa. Pada hal sangat jelas diatur dalam 

UU No. 27/2009 ten tang tugas dan tanggung jawab anggota DPRD kepada 

konstituennya namun mereka tak mengindahkan dan bahkan mengabaikannya. 

Tak dapat dipungkiri ketika kampanye ada sinyalemen mungkin terjadi jual beli 

suara antara masyarakat dan calon DPRD. Nah, jika ini benar terjadi lalu siapa 

yang salah? Apakah masyarakat yang menerima uang ataukah mereka (DPRD) 

yang membiasakan masyarakat untuk itu? Atau ada sebuah sistem yang memang 

mengharuskan itu terjadi sehingga perlu diubah?. Dalam rangka membangun 

komunikasi antara DPRD dan konstituennya perlu adanya sebuah mekanisme yang 

jelas. Jika tidak, maka hal diatas akan terus terulang entah sampai kapan. DPRD 

sebagai wakil rakyat seharusnya memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan 

masyarakat. Namun bagaimana mungkin mereka tahu kalau tidak pernah 

mengunjungi lagi masyarakatnya. Namun pada pertemuan itu hampir tidak ada 

pembicaraan soal keluhan dan kebutuhan masyarakat yang harus diperjuangkan 

oleh mereka di gedung yang mewah. 

14 Hasil Wawancara dengan eksekutif dan legislatif dan Tokoh Pemuda Aceh Jaya 4 Juni 2011 
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Berdasarkan fenomena arogansi politik diantara legislatif dan eksekutif 

yang kontraproduktif dengan fungsi pengawasan DPRD. Arogansi itu muncul 

dalam beragam bentuk. Salah satunya adalah pada satu sisi pihak eksekutif 

menganggap remeh kemampuan SDM dari anggota DPRD dan pada sisi lain pihak 

legislatif menganggap eksekutif harus tunduk pada semua keputusan anggota 

Dewan. Kondisi semacam ini membawa konsekuensi pada semakin memanasnya 

konflik antara kedua lembaga tersebut. Pihak DPRD sering kali bersikap bahwa 

langkah kebijakan yang ditempuh oleh eksekutif adalah cacat hukum karena tidak 

dikonsultasikan terlebih dahulu kepada anggota DPRD dalam mengambil sebuah 

kebijakan. Sementara itu, pihak eksekutif beranggapan bahwa kebijakan yang 

diambil tidak selalu harus dan perlu mendapat persetujuan DPRD karena hal 

tersebut dapat menghambat proses kelancaran pelaksanaan serta efisiensi 

pembangunan. 

Jika DPRK telah menerapkan prinsip pengawasan dengan cara melakukan 

koreksi atau perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi dengan diimbangi 

adanya patokan adalah sangat penting disusun agar lebih mudah melihat adanya 

"gap", dimana gap itu sebagaimana dikemukakan Winardi (2002: 16) "jika 

pimpinan melakukan perbandingan antara Das Sol/en (standard/target) dengan Das 

Sein (situasi kenyataan yang diperoleh eksekutif dan legislatif) maka kerapkali 

akan melahirkan perilaku legislatif yang berbasis kinerja". 

Sesungguhnya adanya upaya perbaikan target dilakukan stakeholders, ini 

mencerminkan belum adanya ketegasan kesekutif dan legislatif untuk menemukan 

gap (penyimpangan), kemudian mengoreksi penyimpangan tersebut. Adanya 

perbaikan target seperti target waktu proses perij inan Galian C harus jelas kapan 
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siap dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini merupakan idaman pemohon. 

Artinya, kalau waktu yang ditetapkan 2 hari kerja harus selesai, jika perilaku 

memperlambat perlu ditindak agar perilakunya sejalan/sesuai dengan norma yang 

berlaku dalam organisasi. Sehingga perbaikan atau koreksi itu benar-benar dapat 

merespon dan mengatasi keluhan-keluhan yang dihadapi stakeholders. 

Perlunya tindakan koreksi tentu saja merupakan upaya pelurusan terhadap 

penyimpangan, perbaikan atau penyempurnaan terhadap deviasi-deviasi rencana 

dan program pembangunan terutama penyimpangan terhadap standar kualitas, 

biaya dan waktu yang telah ditentukan, serta pelanggaran terhadap peraturan yang 

berlaku dalam organisasi. Disamping itu juga untuk memonitoring pelaksana 

apakah ada perubahan atau tidak setelah dilakukannya tindakan koreksi. 

Sebagaimana dikemukakan Gibson dkk (1990: 138) mengatakan bahwa 

"melakukan koreksi ( evaluasi) pelaksanaan pekerjaan memungkinkan manajer 

untuk mengukur hasil karya dan juga memberikan umpan batik kepada pimpinan 

mengenai perilaku yang diperlihatkan". 

Karena itu, melakukan tindakan koreksi sangat penting, sebab dengan 

perbaikan standar atau patokan sudah mencakup di dalamnya perbaikan perilaku, 

sebagaimana dikemukakan Winardi (2002: 19) mengatakan, "tindakan koreksi 

terhadap pekerjaan eksekutif dan 1egislatif akan berdampak kepada perilakunya. 

Jika hasil koreksi menunjukkan adanya pencapaian target maka perilakunya akan 

positif". Artinya, ada kepuasan tersendiri bagi eksekutif dan legislatifjiak ia dapat 

bekerja di atas target, demikian juga jika pengukuran itu dilakukan dengan baik 

dan benar, artinya memenuhi alat ukur yang terukur dan tepat. Untuk meni1ai 

da1am arti memberikan pendapat berupa saran/masukan/koreksi, DPRD mesti 
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melihat apakah urusan dan bidang-bidang yang dilaporkan dalam LKPJ sudah 

sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 atau Perda yang mengatur tentang urusan 

yang menjadi kewenangan pemerintahan daerahnya? Jika belum sesuai, misalnya 

urusan wajib yang dilaksanakan mestinya 26, tapi yang dilaporkan hanya 24, 

maka, tentu harus dikoreksi. Demikian pula, urusan pilihan, seharusnya menurut 

perda urusan pilihan ada 7, tapi yang dilaporkan hanya 4, maka tentu juga harus 

dikoreksi. Begitupula urutan bidang-bidang disetiap urusan, mestinya dilaporkan 

sesuai dengan sistematika dalam PP No. 3 tahun 2007. Misalnya, urusan 

pendidikan, berada diurutan pertama, selanjutnya kesehatan dan seterusnya. 

Apabila, dalam LPJ Bupati Aceh Jaya urutannya sudah tidak sesuai, 

misalnya kesehatan, penataan ruang, lalu pendidikan, atau tidak sesuai dengan PP 

No. 3 tahun 2007, maka tentu hal ini harus dikoreksi. Koreksi itulah yang menjadi 

bagian dari rekomendasi selanjutnya, untuk menilai dari program dan kegiatan 

yang dilaksanakan. Karena itu, dalam tindakan koreksi perlu dimiliki ukuran -

ukuran yang baku sebagai pedoman melakukan perbaikan. Jika ada program yang 

dilaksanakan, tapi tidak dilaporkan maka harus menjadi koreksi atau jika ada 

kegiatan yang dilakukan tetapi tidak ada disusun dalam RPJM maka perlu 

dilakukan tindakan koreksi. 

Demikian pula dengan realisasi program dan kegiatan, perlu perhatikan 

prosentase capaiannya. Jika kurang dari 90 persen, maka berarti ada masalah 

serius hingga realisasi tidak maksimal. Karena itu perlu diperiksa permasalahan 

dan solusi apa yang disampaikan dalam LPJ, jika tidak ada solusi yang diberikan 

maka pengawasan itu sifatnya hanya mencari-cari kesalahan. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan anggota DPRK Aceh Jaya 
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mengatakan: 

Tindakan koreksi yang dilakukan ketika disampaikan LPJ Bupati sering 
menghadapi kendala karena tidak ada pedoman yang baku, akibatnya 
kesalahan koreksi untuk perbaikan kedepan sulit dilakukan, hanya 
mengikuti logika saja. Jika hal ini tidak relevan (menurut logika DPRD) 
maka DPRD dapat memberikan masukan dan saran, serta solusinya". 15 

Agar pengawasan berjalan dengan semestinya, seluruh urusan/bidang yang 

dilaporkan, sebaiknya ditelaah, dikaji lebih kritis dengan melihat bagaimana 

realisasi program dan kegiatan tersebut, apa permasalahan yang disampaikan, dan 

apa solusi yang disampaikan juga. Jika realisasi program kegiatan tidak maksimal, 

dalam arti tidak mencapai prosentase yang maksimal, kurang dari 90 persen 

(katakanlah), maka hal ini bisa menjadi koreksi DPRD. Jika permasalahan dan 

solusi yang disampaikan, menurut logika DPRD sudah relevan dengan realiasi 

program dan kegiatan, maka rekomendasi DPRD dapat berupa apresiasi atau 

dorongan untuk konsisten ditindaklanjuti. 

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan hasil wawancara dengan akedemisi 

mengatakan" 

"Agar pengawasan berjalan dengan baik dibutuhkan suatu standard kerja 
terhadap prioritas pembangunan untuk dilihat sinkronisasi dengan 
penggunaan pos anggaran pada APBD dan pemantauan kinerja 
pemerintah secara berkala tiap bulan untuk mendeteksi adanya 
penyimpangan yang terjadi secara dini"16 

Jika diinterpretasikan tampak belum ada standard kerja terhadap prioritas 

pembangunan yang dilakukan oleh DPRK. Seharusnya, dengan adanya standar 

akan mempermudah pelaksanaan pengawasan. Sebab manakala terjadi 

15 Hasil wawancara dengan DPRK Aceh Jaya tanggal 19 Mei 2011. 
16 Hasil Wawancara dengan Akademisi Aceh Jaya tanggal22 Juni 2011 
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permasalahan maka DPRK dapat memberikan rekomendasi DPRD berupa 

koreksi, selanjutnya diberikan saran/masukan. Misalnya, salah satu urusan wajib 

dalam LPJ yaitu bidang pendidikan. Adanya pemahaman anggota DPRD dengan 

secara mendalami penggunaan pos-pos anggaran dalam sektor pembangunan 

maupun anggaran rutin yang diajukan pihak eksekutif akan dapat meningkatkan 

fungsi pengawasan DPRD terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati 

dilakukan melalui penilaian kinerja pemerintah yang bermuara pada terwujudnya 

pemerintahan yang baik ( good governance ) yang terindikasi pada minimnya 

penyimpangan dalam penggunaan APBD Kabupaten Aceh Jaya. 

Dalam LPJ dilaporkan sejumlah program dan kegiatan dengan realisasi 

masing-masing program dan kegiatan berupa prosentase serta permasalahan dan 

solusi. Namun ada program yang realisasinya kurang dari 73 persen, dan dalam 

laporan itu, tidak dilaporkan secara khusus permasalahan dan solusinya dari 

program yang realisasinya 73 persen itu. Sebaliknya, permasalahan dan solusi 

hanya disampaikan secara umum, tidak program per program. Tentu informasi 

(laporan) semacam ini akan menyulitkan DPRD untuk menilai program yang 

realisasinya kurang dari 73 persen itu. 

Untuk kasus seperti ini, DPRK Aceh Jaya dapat memberikan pendapat 

berupa koreksi bahwa program yang realisasinya 73 persen tersebut, semestinya 

diinformasikan juga permasalahan dan solusinya. Selanjutnya DPRD dapat 

memberikan saran dan masukan, bahwa LKPJ tahun berikutnya, hal-hal seperti ini 

agar tidak berulang lagi. Sebaliknya, DPRD pun dapat memberikan koreksi, jika 

realisasi program dan kegiatan, permasalahan dan solusinya yang disampaikan 
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tidak relevan menurut logika DPRK. Misalnya ada program penyelenggaraan 

proyek berkelanjutan, dengan realisasi 81 persen. 

Permasalahan yang disampaikan, adalah kurangnya koordinasi, dan solusi 

yang disampaikan di LKP J adalah meningkatkan koordinasi. Laporan seperti ini 

tentu tidak rasional karena tidak komprehensif. Untuk itu, DPRD dapat 

memberikan koreksi sesuai dengan logikanya ataupun aspirasi masyarakat 

(misalnya) yang pernah diterimanya, bahwa permasalahan penyelenggaraan adalah 

tumpang tindihnya penganggaran, hal ini disebabkan karena ketidaksinkronnya 

program pemerintah pusat, program pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota. dan seterusnya. Bilamana telah terjadi penyimpangan (deviasi) 

antara strandar dengan realisasi, tindakan korektif sangat penting dilakukan oleh 

pihak eksekutif dan legislatif yaitu melakukan tindakan Follow-Up berupa 

mengoreksi penyimpangan yang terjadi. Proses Follow-Up atau tindakan ini dapat 

dilakukan apakah dengan merubah standar, ukuran atau norma. 

Sesungguhnya, laporan hasil pengawasan DPRD baru dapat dikatakan 

memberikan suatu hasil yang bermanfaat, jika laporan hasil pengawasan tersebut 

ditindaklanj uti. Pelaksanaan tindak Ian jut ini seharusnya juga dilakukan secara 

berkala, seiring dengan pelaksanaan pengawasan melalui aktivitas monitoring dan 

pengawasan triwulanan. Hasil triwulan satu, harus dimonitor pada pelaksanaan 

pengawasan pada triwulan ke dua melalui rapat dengar pendapat dengan satuan 

kerja terkait atau peninjauan lapangan, jika tindak lanjut tersebut harus dilakukan 

konfirmasi dan pengecekan di lapangan. Pelaksanaan tindak lanjut (Follow-Up) 

ini, harus didukung dengan mekanisme serta sarana administrasi yang memadai 
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dan terstruktur, mulai dari hasil pengawasan sampai dengan selesainya 

pelaksanaan tindak lanjut. 

DPRK Aceh Jaya dapat memberikan saran/masukan berupa program-

program kongkrit dibutuhkan masyarakat, tentu landasannya adalah RPJMD. Jika 

menurut DPRK Aceh Jaya urusanlbidang yang sudah dilaksanakan realisasinya 

maksimal, tapi tidak menyentuh substansi permasalahan di daerah, maka disitulah 

saatnya DPRK dapat memberikan rekomendasi (masukan) berupa program yang 

ril dibutuhkan masyarakat. Demikian seterusnya setiap urusan, setiap bidang, dan 

setiap program diberikan rekomendasi, agar SKPD yang melaksanakan 

urusan/bidang tersebut, dapat memperbaikinya. Karena filosofis rekomendasi 

DPRD adalah dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah pacta masa yang akan datang. 

Disamping itu perlu adanya pelaksanaan pengukuran kinerja dan 

dilaksanakan dengan cukup baik, mi mencerminkan bahwa pimpinan 

menginginkan agar proses penyampaian laporan LPJ tetap terjaga 

kebermutuannya. Tetapi pengukuran itu harus pula diimbangi dengan sanksi dan 

imbalan. Sebab, jika pengukuran dilaksanakan konsekwensinya eksekutif dan 

legislatif yang berhasil akan mendapat pujian, dan tidak berhasil mendapat 

hukuman. 

Disamping itu perlu penerapan sanksi kepada eksekutif dan legis Iatif yang 

menyimpang dari norma ini menunjukkan adanya sikap subjektivitas serta kurang 

tegasnya pimpinan menindak eksekutif dan legislatif. Ketidak tegasan pimpinan, 

seolah-olah eksekutif dan legislatif yang menyimpang dari norma dengan 

menerima kutipan-kutipan dari pemohon mendapat perlindungan dari orang 
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dalam, sehingga peraturan-peraturan (norma) yang berlaku tidak dijalankan 

dengan konsisten. 

Sesungguhnya, tindakan yang tegas dari pimpinan berupa tindakan 

pendisiplinan akan dapat membentuk perilaku eksekutif dan legislatif sebagaimana 

dikemukakan Sumantri (200 I :50). Karena itu, pengawasan eksekutif dan legislatif 

terhadap pembentukan perilaku eksekutif dan legislatif tentunya harus dilihat 

sebagai upaya untuk melakukan perbaikan (koreksi) terhadap penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi dan bukannya mencari-cari kesalahan. Salah satu 

implikasi lemahnya pengawasan apabila tidak dilakukan tindakan koreksi selain 

pengawasan itu menjadi tidak efektif, juga subjektif. Artinya, pengawasan itu 

banyak dipengaruhi oleh selera atau cara pandang pimpinan semata-mata. Bila hal 

itu dilaksanakan maka kelancaran dan kesuksesan pembentukan perilaku eksekutif 

dan legislatif akan semakin sulit. 

Maka seharusnya disadari eksekutif dan legislatif sekecil apapun suatu 

pelanggaran atau penyimpangan (deviasi), memiliki pengaruh kepada perilaku 

eksekutif dan legislatif. Dengan demikian untuk meningkatkan kinerja eksekutif 

dan legislatif maka dimensi tindakan koreksi harus dilakukan agar dapat 

meningkatkan pelaksanaan pengawasan. Sebagaimana diketahui landasan 

operasional LKPJ (hanya) tertuang dalam PP No. 3 Tahun 2007 tentang LPPD, 

LKPJ, dan IPPD. Tak ada aturan operasional lainnya, sehingga hampir beberapa 

DPRK sebagai pihak yang diberi mandat menilai/mengkaji LPJ Kepala Daerah 

berbeda-beda penafsiran. Tugas DPRD setelah menerima LPJ adalah, mendalami 

secara internal sesuai dengan tata tertib. Pendalaman itu bisa saja dengan 

membentuk panitia khusus atau panitia kerja. Output dari panitia khusus atau 
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panita kerja adalah rekomendasi yang berupa catatan-catatan strategis yang 

berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan 

desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas urn urn pemerintahan. 

Berdasarkan pembahasan secara umum analisis over all (menyeluruh) 

keempat dimensi-dimensi pengawasan dengan mengadopsi teori Griffin dalam 

Wasistiono & Wiyoso (2009: 144-145) mengatakan ada 4 (empat) mendasar 

proses pengawasan dalam organisasi lembaga politik atau pemerintahan yaitu (1). 

Establish standards, (2). Measurement performance (3). Compare performance 

agains standars (4). Consider corrective action. Artinya, bagaimanakah fungsi 

DPRK Kabupaten Aceh Jaya dalam pengawasan jalannya pemerintahan dengan 

menerapkan keempat dimensi pengawasan di alas secara umum belum 

menunjukkan suatu kinerja yang optimal dan berkualitas, dengan kata lain kinerja 

yang dihasilkan masih rendah terutama dalam pelaksanaan dan wewenang 

pengawasan DPRD sebagaimana diatur dalam dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 

Pasal 42 ayat ( 1) C. 

Sebagaimana diketahui fungsi pengawasan menjadi titik krusial penciptaan 

pemerintahan yang baik (good governance), karena akan mempersempit ruang 

bagi terjadinya perbuatan pemerintah yang tercela. Perbuatan pemerintah yang 

tercela frekuensinya lebih banyak terjadi dalam pemerintahan yang bebas, 

sedangkan pemerintahan yang bebas identik dengan penerapan otonomi daerah, 

dim ana pemberian kewenangan dan keleluasaan ( diskresi) kepada daerah untuk 

mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal bagi 

kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu aspek pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati 
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adalah pengelolaan keuangan daerah, karena anggaran daerah memainkan fungsi 

yang sangat penting dalam mendukung siklus penyelenggaraan pemerintah di 

daerah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan 

terhadap pelaksanaan APBD dan kendala -kendala yang dihadapi serta upaya yang 

perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam rangka mewujudkan 

pemerintahan yang baik. 

Dalam pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) bupati 

sebagai tindakan evaluasi terdapat perbedaan aspek politik dalam mempertahankan 

kredibilitas penguasa demi eksistensi kepemimpinannya dan mengabaikan aspek 

teknis yang semestinya diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan APBD untuk 

mengukur hasil kinerja aparatur (eksekutif) dalam rangka mewujudkan 

pemerintahan yang baik. Karena itu, belum optimalnya fungsi DPRK Aceh Jaya 

dalam menjalankan pengawasan, khususnya pengawasan tidak langsung dengan 

cara membahas LPJ Bupati Aceh Jaya diperkuat dengan hasil penelitian Puda, 

Umbu (2005) dalam tesisnya '·Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fungsi 

Dan Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah". Peneliti 

berkesimpulan fungsi DPRD belum sesuai dengan harapan masyarakat. 

Demikian juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky dalam 

penelitiannya Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam 

Pelaksanaan Fungsi Legislasi 2009-20 I 0 hasil penelitian disimpulkan mandulnya 

pelaksanaan hak inisiatif, minimnya bantuan pusat terhadap Pemerintah Kota, 

keterlambatan penyerahan rumusan perda atau draft revisi perda 

(http://repository.unand.ac.idlt7443/lffesis pdf) diakses 12 Desember 2012. 
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Hasil Penelitian Yunelita Kahar (2005) dalam penelitiannya Fungsi DPRD Dalam 

Pengawasan Pelaksanaan APBD Padang, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dalam melakukan pengawasan belum memiliki pedoman yang jelas selain 

lemahnya kapasitas dan komitmen DPRD melakukan pengawasan sehingga 

terbuka peluang KKN. (http://eprints.undip.ac.id/1459411/2005MH4632.pdf 

diakses 12 Juli 2012. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2008) 

dalam Tesisnya yang berjudul "Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelaksanaan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang 

Panjang tahun 2006" Hasil penelitian menunjukkan bel urn optimal fungsi DPRD 

dibuktikan bahwa masih ditemui dana-dana investasi daerah tahun 2006 yang 

disalah gunakan oleh oknum Direktur perusahaan daerah Tuah Saiyo yang 

mengakibatkan kebocoran dana sebesar Rp. 685.000.000,- hal ini menunjukan 

belum optimalnya komitmen politik DPRD terhadap pengawasan investasi daerah 

dengan penyertaan modal (reposi!OI)'./1/J(Jnd ac hi' I 727' r'nurhayari _0621 !052 dioksn] 2 Juli 

]IJ/2). 

Kurang optimalnya fungsi DPRK akan membuat kegelisahan dan penolakan 

terhadap keputusan dan kenyataan politik parlemen sedang menyebar di ruang-

ruang publik dan tumpah di jalanan. Kata-kata "perampasan hak rakyat", 

"memasung demokrasi", "upaya pemakzulan", "gaya politik yang kaku dan 

lamban", serta "politik balas dendam" telah menjadi kosakata-kosakata tak 

terpisahkan dari ungkapan-ungkapan kekecewaan sebagian publik pada elite 

politik negeri ini. Inilah yang disebut, meminjam istilah ilmuan politik dari 

Universitas Sydney John Keane, "politik kekecewaan" (politics of 

disso/utionment)-ranah politik dan ruang publik hanya dipenuhi berbagai 
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ekspresi penyesalan dan protes alas kuputusan-keputusan yang lari dan menjauh 

dari harapan dan keinginan sekelompok individu dan masyarakat umum. Pada 

tataran legal formal DPRK adalah policy maker yang bertanggung jawab 

melakukan pengaturan lebih lanjut tentang pemerintahan dan pembangunan desa, 

ini adalah tugas berat. Tetapi dalam tataran realitasnya, barangkali sering kita lihat 

bahwa DPRD adalah sebuah lembaga pemerintah daerah sebatas ;ymbol yang 

sering kali kerjanya melakukan konspirasi dengan eksekutif dalam pembuatan 

kebijakan publik, yang sering kali pula tidak mempedulikan kepentingan 

masyarakat. 

Paradigma pengawasan politik telah mengakibatkan fungsi pengawasan 

yang sesungguhnya terabaikan, sehingga hasil pengawasan kurang memberikan 

manfaat bagi pengelolaan pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan, 

belum memberikan umpan balik (feed back) yang substansial bagi pengelolaan 

pemerintahan daerah (Kepala Daerah maupun DPRD) untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan atau melakukan koreksi perbaikan terhadap unsur manajemen 

lainnya (perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan). Fungsi pengawasan 

cenderung dan berpotensi untuk dijadikan arena negosiasi kepentingan antara 

DPRD dengan pemerintah daerah. Sebagai akibatnya perbaikan atau penindakan 

atas penyimpangan pengelolaan pemerintahan daerah terabaikan dan tidak ada 

perbaikan yang signifikan. 

Praktik-praktik penyimpangan alokasi anggaran dapat juga diindikasikan 

dari minimnya dana-dana dalam APBD yang dialokasikan untuk kepentingan 

publik. Adanya isu yang berkaitan dengan tidak seimbangnya anggaran dewan 

dengan anggaran untuk pelayanan publik. seperti perbaikan jalan, kewenangan 
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yang lebih besar digunakan oleh DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat 

secara lebih baik melalui kunjungan kepada warga dan pemuka masyarakat, baik 

dalam alokasi anggaran maupun melaksanakan fungsi pengawasan terhadap 

jalannya pemerintahan. DPRD menjadi lebih proaktif mengenal i kebutuhan dan 

kemauan masyarakatnya. 

Namun, di samping berbagai teladan di atas, masih banyak DPRK dan 

anggotanya yang melakukan tindakan yang terpuji. Ada diantara mereka yang 

terpilih periode kedua lebih banyak mementingkan pribadi dan kelompok dari 

pada kepentingan warga dan stakeholders, terutama dalam penganggaran. DPRK 

Aceh Jaya adalah suatu lembaga legislatif yang visi dan misinya adalah membela 

rakyat. DPRD adalah perwakilan rakyat, ia adalah wadah penyalur aspirasi rakyat. 

Pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang kembali untuk rakyat. DPR 

dipilih oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat yang mewakilinya. 

Fungsi legislatif adalah mengawasi dan menyusun Perda yang akan dibahas 

bersama dengan eksekutif, sedangkan yudikatif berfungsi untuk memproses hal-

hal yang berhubungan dengan hukum Negara. Legislatif adalah salah satu dari tiga 

lembaga yang sangat menggiurkan bagi seseorang, sehingga orang banyak 

berlomba untuk mencalonkan diri meskipun mereka tidak tahu apa yang akan 

dilakukan ketika kelak terpilih menjadi anggota legislatif. Seorang kontraktor dan 

pengusaha berlomba masuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dengan 

maksud untuk mempermudah jalannya bisnis dan proyek yang akan 

dikerjakannya, sehingga mereka menggunakan kekuatan capital yang dimilikinya 

untuk membeli suara massa-rakyat agar dapat duduk menjadi anggota legislatif. 

Lebih dalam lagi terdapat pula orang-orang yang maju menjadi calon 
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anggota legislatif hanya berorientasi untuk memperjuangkan diri dan kelompok 

politiknya (PARPOL) sehingga pada saat duduk menjadi anggota legislatif hanya 

akan memperjuangkan diri dan kelompok politiknya, tidak mempedulikan 

masyarakat yang telah merekomendasikannya. Kehadiran anggota legislatif dalam 

lembaga legislatif tidaklah terasa memberikan dampak kesejahteraan untuk rakyat 

dan bahkan untuk keinginan daerah pemilihan, anggota legislatif tidak mampu 

memperjuangkannya. Adalah menjadi budaya demokrasi ketika akan dilaksanakan 

pemilihan legislatif, orang yang mencalonkan diri sangat merakyat dan terus 

mendampingi masyarakat bahkan mereka memberikan janji-janj i untuk 

memperjuangkan keinginan rakyat ketika terpilih kelak. 

Masyarakat juga seolah tahu diri, bahwa suaranya telah dibeli sembako 

sehingga mereka tidak punya lagi hak untuk menggugat keinginannya ketika 

calonnya terpilih. Masyarakat tidaklah mengharapkan diberikan uang dengan 

nominal tertentu ketika calonnya terpilih, mereka hanya ingin agar calonnya 

terpilih bisa merakyat, mengingat rakyat yang memilihnya dan memperjuangkan 

kesejahteraan rakyat. Seharusnya seorang anggota legislatif mampu berbaur 

dengan masyarakat yang telah memilihnya, menampung aspirasi dan keinginan 

mereka untuk dapat diperjuangkan di DPRD, bukan menjadi lupa kacang dengan 

kulitnya. 

Adanya kinerja buruk DPRD sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Kemitraan terkait Indonesia Governance Index (IGI) 2012-2014 atau kinerja 

kabupaten/kota di Indonesia menyimpulkan bahwa kinerja dan fungsi DPRD 

mempunyai kinerj a terendah dan kalah bila dibandingkan dengan birokrat dan 

masyarakat, dari temuan tersebut, tidak ada satu pun DPRD di 34 kabupaten/kota 
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yang dapat memberikan laporan kerja individu anggota DPRD kepada publik, 

rendahnya kinerja pejabat politik itu memerlukan pengawasan untuk mencegah 

potensi penyalahgunaan wewenang serta masuknya kader yang tidak kompeten 

dalam pemilihan (Media Indonesia, 15 Oktober 2014). 

Demikian juga harian Kompas 12 Januari 2012 melansir bahwa 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeva1uasi sekitar 9000 peraturan 

daerah (perda). Dari jumlah itu, sebanyak 351 perda dikembalikan ke daerah agar 

diperbaiki karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tala cara 

pembentukan produk hukum. J ika mencennati data dan fakta terse but seolah-o1ah 

perumusan kebijakan publik Ielah mengabaikan kajian naskah akademik, 

disamping tidak dilibatkannya para pemangku kepentingan (stakeholders). 

Dibatalkannya kebijakan publik di alas tentu karena tidak mengacu kepada 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan 

Rancangan Undang-Undang, seperti yang dituangkan dalam Pasal 1 angka 7 

mengatakan persipan rancangan undang-undang harus disusun berdasarkan 

Naskah Akademik yaitu naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah 

mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang 

ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan 

undang-undang. Jika telah mengikuti prosedur tentu tidak mungkin kebijakan itu 

bermasalah atau dibatalkan. 

Sesungguhnya, dalam filsafat kebijakan (policy philosopies) 

memperkenalkan konsep pemerintahan dalam masyarakat yang pluralistis seperti 

Indonesia dan Amerika Serikat dengan teori Brokerism, diantara penganut teori ini 

David Easton dan Robert Dahl sangat membantu kita memahami pluralisme. Teori 
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Brokerism beranggapan bahwa masyarakat itu terdiri dari beberapa kelompok 

kepentingan (interest-group) dan pemerintah "sebagai alat perekat" serta memiliki 

pegangan yang kuat dari semua unsur kelompok kepentingan itu menjadi suatu 

kekuatan yang terintegrasi. Perbedaan yang didasarkan atas suku, agama, ras, 

adalah alamiah sifatnya, dan itu di bawah kekuasaan dan milik Allah. 

ltu sebabnya kinerja DPRK harus dioptimalkan kalaupun ada perbedaan 

antara masyarakat dengan mereka sebagai anggota dewan tidak boleh sombong 

dan angkuh menonjolkan kehebatannya. Karena itu anggota DPRK harus 

membangun sinergi dengan masyarakat Aceh Jaya. Tanpa masyarakat tidak akan 

ada wakil rakyat. Kerjasama yang baik membangun daerah merupakan ciri-ciri 

pemerintahan yang baik. 

Pengawasan DPRD yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk memelihara 

akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan 

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah. 

Sistem akuntabilitas di daerah akan menjadi lebih efektif, karena proses dan hasil 

pengawasan yang dilakukan DPRD akan memungkinkan lembaga-lembaga publik 

digugat jika mereka tidak memenuhi kaidah-kaidah publik. Namun jika dikaitkan 

dengan pengawasan yang dilakukan DPRK Aceh Jaya masih menghadapi kendala 

internal dan ekternal. 

Kendala internal dimaksud seperti kualitas SDM yang belum memadai 

terutama penentuan teknikJcara pengawasan yang akan diterapkan terhadap LPJ 

Bupati, Keahlian anggota pada bidang tertentu ketika melakukan pengawasan 

masih sulit dipenuhi misalnya, keahlian dibidang lingkungan sangat dibutuhkan 

untuk pengawasan dibidang lingkungan, demikian juga pembagian tugas dan 
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tanggung jawab masing-masing anggota belum disusun dalam Tupoksi yang 

jelas. Dengan pertimbangan luasnya ruang lingkup pengawasan meliputi seluruh 

aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka tidak mungkin DPRD 

mampu melaksanakan pengawasan sendiri. Disamping itu, keahlian DPRD yang 

bennacam-macam dan komunikasi yang ada selalu terkendala dengan pandangan 

fraksi-fraksi Jainnya. 

Sedangkan kendala ektemal belum adanya tanggapan dari masyarakat 

yang disampaikan langsung kepada Pemerintah Aceh Jaya terhadap informasi 

LPPD yang telah dipublikasikan lewat media cetak dan elektronik. Selain itu 

juga belum adanya mekanisme/aturan yang jelas terhadap pengaduan 

masyarakat atas penyampaian informasi LPPD. Demikian juga dalam 

pembahasan LKP J Kepala Daerah di DPRD cenderung subjektif/politis 

sehingga rekomendasi yang diberikan DPRD atas LKP J Kepala Daerah kurang 

objektif. Penyampaian LKP J Kepala Daerah yang waktunya tidak bersamaan 

dengan penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD pada satu tahun anggaran menyebabkan kesulitan dalam pembahasan 

LKPJ oleh DPRD. Sulitnya membangun jaringan kerjasama pengawasan 

mencakup seluruh stakeholders pengawasan dalam arti luas, tingkat pusat, 

propinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa. Di samping itu, mencakup 

institusi publik dan non-publik, formal dan informal. Jika Jaringan kerjasama 

pengawasan ini dilakukan secara efektif akan memberikan manfaat tidak saja 

terbatas pada kepentingan daerah, melainkan juga kepentingan nasional yang lebih 

luas. Dari hasil analisis dan interprestasi yang telah disajikan di atas dapat 
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dikemukakan bahwa fungsi DPRK Aceh Jaya telah berjalan dengan baik namun 

belum sesuai dengan harapan publik hal ini tidak terlepas dari kendala-kendala 

internal dan ektemal yang dihadapi DPRK Aceh Jaya. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

I. Secara umum DPRK Aceh Jaya belum optimal melaksanakan fungsi 

pengawasan sehingga kinerjanya sebagaimana harapan rakyat, tokoh masyakat, 

tokoh pemuda dan eksekutifmasih dibawah harapan (ekpektasi) publik. Bahkan 

masih ditemukan belum dilakukannya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik 

seperti transparansi, akuntabilitas proses penyerapan aspirasi warga dalam 

proses penyusunan anggaran, serta tidak dipublikasikan rincian anggaran yang 

dipakai. 

2. Kendala-kendala internal dan eksternal yang dihadapi oleh DPRK Aceh Jaya 

dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban Bupati Aceh Jaya terdiri dari : 

a. Kendala internal : 

I) Masih ban yak anggota Dewan yang tidak mengungkapkan 

penemuannya dilapangan kepada Bupati. 

2) Kurang adanya tinjauan turba (turun ke bawah) dari anggota dewan 

secara langsung kepada masyarakat. 

3) Peraturan tata tertib DPRK yang mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas DPRK masih belum optimal. 

4) Belum maksimalnya kemampuan anggota DPRK untuk menganalisis 

secara khusus terhadap hal-hal yang akan diawasi .. 
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b. Kendala-kendala Eksternal 

I) Tidak adanya keberanian masyarakat untuk memberikan informasi 

kepada DPRK tentang kelemahan-kelemahan Pemerintah Kabupaten 

Aceh Jaya dalam menjalankan roda pemerintahan. 

2) Masih kurangnya tranparansi dari Pemerintah Kabupaten dalam 

melaporkan pelaksanaan pembangunan. 

3) Adanya polemik antara Pemerintah Propinsi dengan 

B. Saran 

Pemerintah Kabupaten tentang kebijakan dan koordinasi dalam 

pelaksanaan pembangunan. 

1. Legis Iatif DPRK Aceh Jaya untuk meningkatkan fungsinya sehingga berkinerja 

tinggi mengevaluasi LPJ Bupati sebaiknya membuat alat ukur yang terukur agar 

pengawasan berjalan objektif serta mengungkap deviasi dalam pelaksanaan 

kegiatan, dan perlu turun kebawah secara terjadwal dan teradministrasi dan 

menanyakan langsung apa yang sedang dikerjakan jajaran eksekutif dan 

memikirkan pengambilan tindakan nyata kepada legislatif yang menyimpang 

dari norma dengan kearifan agar tidak merugikan pihak lain. 

2. Agar kinerja DPRK Aceh Jaya semakin optimal ketika dilakukan proses 

rekrutmen politik perlu dibuat standar-standar kompetensi sumber daya 

manusia (pendidikan formal maupun informal, pengalaman, wawasan dan 

kemampuan atau pengalaman berpolitik) sebab kompetensi di atas sangat 

menentukan untuk mendongkrak kinerjanya. 
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3. Lobi-lobi politik untuk melahirkan dil politik sebaiknya dilakukan secara 

terbuka sehingga publik memahami capaian kinerja legislatif. Hasil penelitian 

ini mengakui masih adanya faktor-faktor lain (epsilon) di pengawasan yang 

mempengaruhi kinerja DPRK Aceh Jaya, untuk itu dalam penelitian 

mendatang faktor lain dimaksud perlu dilakukan penelitian agar di masa yang 

akan datang kinerja DPRK Aceh Jaya semakin bermutu atau sesuai dengan 

harapan pemilih. 
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I. 
I 

l 

2 

3 

LAMPl RAN 

Lampiran I. PEDOMAN WAWANCARA 

2 

Jenis Kelamin 

Usia 

Pekerjaan 

No Key 
lnforman 

ldentitas Responden 
3 

a. Laki-laki b. Wanita 

a. di bawah 20 tahun 

b. 21 tahun s.d. 35 tahun 

c. 36 tahun s.d. 50 tahun 

d. di atas 51 tahun 

l. Anggota DPRK 

2. Eksekutif 

3. Tokoh Masyarakat 

4. Tokoh Pemuda 

5. KADIN 

Catatan : Pilih salah satu ketika me\akukan wawancara 

Catalan: Dalam pclaksanaan wawancara terhadap key informan pcne\iti menggunakan bahasa 
yang sesuai dengan bahasa yang biasa dipergunakan di lingkungan sosial masyarakat 
Kabupaten Aceh Jaya. Maksudnya, untuk lebih mempermudah para key informan 
memberikan jawaban yang diberikannya. 

Topik Tesis: Fungsi DPR Kabupaten dalam Pengawasan Pemerintah Daerah 
(Studi Pembahasan dan Tindak Lanjut Pertanggungjawaban Bupati 
Aceh Jay a Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). 

118 

16/41788.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



1. Dari sudut Penetapan Stan dar (Establish Standards) 

1. Dapatkah Bapak/lbu jelaskan salah satu fungsi DPRK melakukan 
pengawasan (kontrol)? 

2. Dalam Pasal 42 ayat (I) huruf c UU Nomor 32 tahun 2004, secara umum 
ruang lingkup pengawasan oleh DPRD meliputi tiga hal yaitu (pengawasan 
Perda), pelaksanaan APBD, pengawasan perjanjian kerjasama dengan 
pihak ketiga? Bagaimana pelaksanaan pengawasan ketiga hal dimaksud. 

3. Jika terjadi penyimpangan terhadap ketiga hal di atas dari mana diketahui? 

2. Dari sudut Measurement Performance 

1. Bagaimana pengukuran pengawasan dilakukan oleh DPRK Aceh Jaya? 

2. Jika terjadi konflik kepentingan dalam pengukuran bagaimana cara 
mengatasinya?. 

3. Bagaimana pendapat Bapak/lbu tentang loby-loby politik yang 
dilakukan DPRK dengan eksekutif? 

3. Dari Sudut Perspektif Compare Performance again.~ Standars 

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu ketika melakukan kunjungan lapangan 
saat mengawasi. 

2. Ketika melakukan perbandingan antara target dengan realisasi yang 
pacta akhirnya melahirkan kinerja DPRK apa yang dilakukan? 

3. Bagaimana tanggapan Bapakllbu tentang kinerja DPRK Aceh Jaya? 

4. Perspektif Consider Corrective Action 

1. Bagaiamana tindakan Follow-Up setelah dilakukan tindakan koreksi? 

2. Apakah capaian target kinerja DPRK Aceh Jaya sejalan dengan 
pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal? 

3. Bagaimana kualitas SDM para anggota DPRK ketika melakukan 
tindakan koreksi kinerja mereka? 
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Lampiran II. Transkript Hasil Wawancara 

Fungsi DPR Kabupaten dalam Pengawasan Pemerintah Daerah (Studi Pembahasan 
dan Tindak Lanjut Pertanggungjawaban Bupati Aceh Jaya Menurut Undang­

Undang Nomor 32 Tahun 2004). 

1. Wawancara Dengan Ketua DPRK Aceh Jaya. 

Salah satu fungsi kontrol (pengawasan) DPRK Aceh Jaya adalah dengan 

memaksimalkan kontrol terhadap eksekutif dan secara proporsional 

sebagai jembatan aspirasi antara masyarakat dengan Pemerintah dan 

sebagai tolok ukur adalah Arah dan Kebijakan APBD sebagai wadah 

tertuangnya aspirasi masyarakat. 

Perspektiftersebut, dapat diketahui seperti diperoleh dari hasil wawancara 

dengan pimpinan kelembagaan DPRK Aceh Jaya, bahwa : 

Mengenai sumber daya manusia sebagai anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Kabupaten Aceh Jaya saat ini, di pandang sudah cukup baik 

bilamana dibandingkan dengan anggota DPRK Aceh Jaya periode 

sebelumnya. Namun secara kualifikasi memang diakui belum sepenuhnya 

memenuhi standar yang diharapkan. lni tercermin dari latar belakang 

pendidikan sebagian anggota DPRK Aceh Jaya relatif masih rendah. 

Karena hal itu terkait dengan rekruitmen internal partai-partai politik yang 

merekomendasikan anggotanya dan terpilih didudukkan sebagai anggota 

DPRK Aceh Jaya yang kurang dilandasi oleh aspek kualitas serta hanya 

dilihat dari orientasinya pada kepentingan politis. 

Keadaan seperti itu memang telah dilakukan upaya kearah perbaikan 

antara lain dengan menyempumakan tata-tertib yang mengatur internal 

DPRK Aceh Jaya yang diharapkan dapat menimbulkan keinginan wakil 

rakyat (para anggota dewan) dapat mengorientasikan dirinya pada 

perwujudan suatu pemerintahan yang baik. Meskipun diakui hal tersebut, 

masih dirasakan belum terjadi perubahan secara maksimal atau 
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memuaskan, dan diakui pula paling tidak hal itu telah cukup memberikan 

harapan positif yang penting bagi perjalanan politik di Kabupaten Aceh 

Jaya secara lebih baik dari sebelumnya. 

Sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi, DPRK terus bergerak 

dengan dinamika dan pergulatannya dalam kehidupan berbangsa dan 

bemegara. Pada masa Orde Baru, DPRK lebih sering berfungsi sebagai 

"stempel" politik pemerintah kemudian perubahan terjadi setelah reformasi 

dengan adanya UU No 2211999, DPRD menjadi berubah menjadi kekuatan 

super body karena kemampuannya yang begitu besar sehingga dapat 

menjatuhkan Gubernur/Bupati/Walikota, dimana LPJ sering dijadikan 

instrumen untuk menjatuhkan Kepala Daerah yang tidak disukai. 

2. Hasil wawancara dengan Tokoh Agama 

Sebagian tokoh agama melihat bahwa sebagian anggota Dewan kurang 

aspiratif dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat misalnya banyaknya 

jalan-jalan rusak di Kabupaten Aceh jaya sering tidak menjadi kepedulian 

anggota Dewan padahal hal itu juga sangat menggangu kepentingan 

masyarakat. Bahkan dengan tokoh agama sendiri banyak anggota Dewan yang 

tidak kenai, mereka jarang silaturahmi. Ada kunjungan jika ada kebutuhannya 

terlebih kalau menjelang Pemilu. 

Padahal masyarakat Kabupaten Aceh jaya yang mayoritas merupakan 

penduduk asli adalah masyarakat agamis yang memepunyai kecintaan kepada 

agamanya terutama Islam. Meskipun diakui bahwa dengan pengaruh 

industrialisasi dan modernisasi sehinga terjadi pergeseran yang menimbulkan 

kedangkalan dalam pengamalan ajaran agama Islam, Meskipun di alam bawah 
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sadar mereka rasa Keislaman itu tetap melekat kuat. Hal ini dibuktikan, 

setidaknya dalam setiap Pemilu, khususnya setelah reformasi, partai-partai 

Islam selalu mendapat suara mayoritas warga Aceh jaya. Oleh karena itu, 

tidak aneh jika Bupati setiap minggunya mempunyai program "Suling" 

(subuh keliling) dan Wakil Bupati mempunyai program "juling" (Jumat 

keliling). 

Menurut sebagian ulama ini, hubungan dengan eksekutif jauh lebih de kat 

dibanding dengan legislatif. Dengan eksekutif sering diundang dalam acara­

acara tertentu. Tapi anggota Dewan dinilai belum fungsional dalam 

melaksanakan tugasnya dan dinilai kegiatannya lebih politis karena lebih 

banyak memperjuangkan kepentingan dirinya dan kelompoknya ketimbang 

rakyat. 

3. Wawancara Dengan Tokoh Pemuda Kab Aceh Jaya 

Berdasarkan hasi I wawancara dengan tokoh Pemuda Kab Aceh Jay a 

diperoleh keterangan bahwa secara formal Dewan Perwakilan Rakyat 

Kabupaten Aceh Jaya dipandang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan 

tugas pokok yang diembannya. baik berkaitan dengan fungsi legislasi, fungsi 

pengawasan maupun fungsi budgeting. Fungsi legislasi DPRK Aceh Jaya 

tercermin dari berbagai aktivitas formal, seperti dalam merumuskan suatu 

Qanun, DPRK Aceh Jaya dianggap Ielah mampu mengartikulasikan berbagai 

kepentingan masyarakat yang diterjemahkan melalui lahirnya produk Qanun 

yang pada intinya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian 
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fungsi pengawasan tercermin dalam berbagai langkah pengawasan langsung 

yang dilakukan oleh para anggota dewan yang terkait dengan tugas pokok dan 

fungsi dari masing-masing fraksi. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung berbagai 

program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Aceh Jaya. Selain itu, kegiatan ini dimasudkan pula untuk mengantisipasi dan 

mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan program 

pembangunan. Dengan demikian, diharapkan akan tercapai efektivitas dan 

efisiensi anggaran yang telah ditetapkan. Sementara fungsi budgeting 

tercermin dari peran dan fungsi anggota dewan dalam melakukan koreksi dan 

evaluasi terhadap rancangan anggaran yang diajukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Aceh Jaya (lembaga eksekutif). Dengan perkataan lain, anggota 

dewan mengupayakan rasionalisasi anggaran yang diajukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Aceh Jaya agar tercipta prinsip efisiensi anggaran. 

Hasil wawancara juga memperoleh gambaran bahwa dalam 

menampung aspirasi dan keinginan yang disampaikan oleh masyarakat 

teristimewa kalangan muda, DPRK Aceh Jaya dipandang cukup aspiratif, 

dalam mereka mau mendengar berbagai masukan, saran dan aspirasi yang 

disampaikan oleh kalangan muda Kabupaten Aceh Jaya, seperti dalam hal 

pembangunan pendidikan (baca: dasar) khususnya yang dike lola oleh lembaga 

pendidikan islam secara regular telah mendapat perhatian yang cukup 

memadai. Namun demikian, hasil wawancara juga mengungkap bahwa secara 

riil memang tidak semua aspirasi yang ditawarkan oleh kalangan muda 

Kabupaten Aceh Jaya dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa 
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alasan, pertama pertimbangan anggaran, kedua pertimbangan keadilan 

(pemerataan) dan ketiga pertimbangan skala prioritas. Namun, secara umum 

DPRK Aceh Jaya dianggap telah cukup "berhasil" dalam menyalurkan aspirasi 

masyarakat Kabupaten Aceh Jaya khususnya aspirasi dari kalangan generasi 

muda. 

Hasil wawancarajuga mempero!eh basil bahwa dalam hal sumber daya 

manusia (SDM), anggota DPRK Aceh Jaya saat ini dipandang sudah cukup 

baik bila dibandingkan dengan anggota DPRK periode sebelumnya. Namun 

secara kualitatif memang diakui bel urn sepenuhnya memenuhi kualifikasi yang 

diharapkan. Hal ini tercermin dari latar belakang pendidikan sebagian anggota 

DPRK yang relatif masih rendah serta pengalaman yang masih "dangkal" 

dalam menjalankan aktivitasnya sebagai anggota dewan. Kondisi seperti ini 

disebabkan oleh rekruitmen internal partai yang merekomendasikan 

anggotanya untuk duduk sebagai anggota DPRK yang kurang didasarkan pada 

kualitas, tetapi lebih berorientasi pada kepentingan politis. lmplikasinya 

anggota dewan yang terpilih untuk sebagian kurang memiliki kualitas dan 

integritas yang diharapkan. 

Kecuali itu, hasil wawancara juga menjelaskan bahwa koordinasi yang 

dilakukan oleh DPRK Aceh Jaya dengan lembaga eksekutif (Pemerintah 

Kabupaten Aceh Jaya) disinyalir kurang berjalan dengan efektif bahkan 

dalam batas tertentu ada kecenderungan mengalami "disharmoni", sehingga 

berimplikasi pada kinerja anggota dewan secara kelembagaan. Hal ini salah 

satunya disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi antara kedua lembaga 

tersebut dalam memaknai suatu rancangan program teristimewa berkaitan 
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dengan program yang secara substansial membutuhkan anggaran yang besar. 

Hasil wawancara juga memberikan keterangan bahwa dalam 

melakukan interaksi dengan masyarakat, DPRK Aceh Jaya dipandang telah 

menjalankan perannya dengan cukup baik, seperti adanya kunjungan kerja 

kemasyarakat dalam rangka menyerap dan menampung aspirasi yang 

berkembang di masyarakat. 

4. Hasil Wawancara Dengan Birokrat 

Hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa para anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya secara kelembagaan memang 

dianggap telah dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan mekanisme kerja 

yang ditetapkan. Namun, secara fungsional mereka belum sepenuhnya mampu 

menunjukan kinerja yang menggembirakan, baik yang terkait dengan fungsi 

legislasi, pengawasan (controlling) maupun fungsi anggaran (budgeting). 

Kecenderungan rendahnya kinerja anggota dewan ini tercermin dari 

rendahnya disiplin sebagian anggota dewan dalam menjalankan tugas legislasi 

seperti dalam mengikuti rapat fraksi dan sidang pleno, dimana mereka banyak 

yang datang tidak tepa! waktu, bahkan ada pula yang hanya mengisi daftar 

hadir kemudian meninggalkan ruangan sidang. Hal yang sama juga tercermin 

dari fungsi pengawasan yang berjalan kurang (bahkan) tidak efektif. Hal ini 

diduga kuat terkait dengan rendahnya kualitas sumber daya mereka dalam 

memahami program yang mereka awasi. Selain itu, dalam menjalankan fungsi 

anggaran (budgeting) anggota dewan ada kecenderungan lebih memperhatikan 

pos-pos anggaran yang diproyeksikan untuk kepentingan mereka, sehingga 
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dalam perjalanannya sering menimbulkan friksi antara anggota dewan dengan 

pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. 

Hasil wawancara juga menggambarkan bahwa dalam menyalurkan 

aspirasi yang berkembang di masyarakat, DPRK Aceh Jaya dianggap kurang 

(bahkan) tidak aspiratif. Ada kecenderungan aspirasi atau keinginan 

masyarakat lebih banyak yang ditampung ketimbang yang direalisasikan. 

Sementara itu, aspirasi yang direalisasikan kebanyakan lebih bersifat parsial 

atau hanya mementingkan "kelompok tertentu" yang dianggap dekat dengan 

kekuasaan. 

Kemudian dalam melakukan interaksi secara langsung dengan 

masyarakat anggota DPRK Aceh Jaya lebih cenderung bersifat "politis" dan 

"ceremonial" ,artinya mereka lebih banyak melakukan kunjungan hanya pada 

acara-acara resmi yang secara politis dianggap menguntungkan integritas 

mereka. Sangat jarang sekali anggota dewan yang mau melakukan interaksi 

pada acara yang sifat informal dan tidak dipublikasi. 

Hasil wawancara juga mengungkap bahwa dalam hal koordinasi 

dengan lembaga eksekutif, DPRK Aceh Jaya secara kelembagaan belum 

sepenuhnya memperlihatkan adanya koordinasi dan kerjasama yang efektif. 

Sinyalemen yang mengemuka justru adanya friksi dan "disharmoni" antara 

kedua lembaga tersebut. Hal ini salah satunya disebabkan oleh lemahnya 

sumber daya manusia anggota dewan, sehingga yang terjadi kemudian adalah 

sikap "superioritas" dari lembaga eksekutif yang menganggap pihaknya lebih 

paham terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Sikap inilah yang 

kemudian menimbulkan adanya perbedaan pandangan yang tajam antara 
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kedua lembaga ini. 

5. Hasil Wawancara Dengan Tokoh Intelektual/ Akademisi 

Hasil wawancara mengungkap bahwa secara umum anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya belum menunjukan kinerja yang 

menggembirakan. Secara formal mereka memang telah melaksanakan tugas 

dan fungsinya sesuai dengan tala tertib yang ditetapkan. Namun, secara 

fungsional kualitas kerj a mereka masih jauh dari harapan. Tanpa 

mengesampingkan aspek obyektivitas para anggota dewan justru dipandang 

lebih sibuk dengan kepentingan mereka. Mereka lebih cenderung memainkan 

peran pada saat kepentingan mereka ada disana, sementara kepentingan publik 

belum dapat disentuh secara optimal. 

Hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa secara kelembagaan 

DPRK Aceh Jaya juga dianggap belum mampu menampilkan integritas yang 

memadai pada saat menjalankan fungsi kontrolnya. Pada sisi ini, lembaga 

eksekutif masih dianggap lebih "cerdas" dalam memainkan perannya sebagai 

aktor dalam melaksanakan program pembangunan. Anggota dewan lebih 

kelihatan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan berbagai program 

pembangunan yang kurang sesuai/bahkan menyimpang dari program yang 

telah ditentukan. Hal ini tercermin dari kurang terfokusnya program 

pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya, sehingga program pembangunan 

cenderung asal-asalan dan banyak menyalahi RUTRK (Rencana Umum Tata 

Ruang Kabupaten) yang telah ditetapkan. Peruntukan wilayah yang tidak jelas 

merupakan contoh te\anjang dari kurang jelasnya proyeksi pembangunan yang 
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dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. 

Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika secara faktual anggota dewan 

dipandang belum memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai, 

dibandingkan dengan kualitas aparat Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. 

Ketimpangan inilah yang kemudian melahirkan "ketidakmampuan" anggota 

dewan dalam mengoptimalkan perannya sebagai lembaga control. 

Pacta sisi lain, anggota dewan juga dipandang kurang memiliki 

"kecerdasan" dalam menjalankan fungsi anggaran (budgeting), mereka 

dipandang hanya mampu melakukan "pencoretan" terhadap anggaran yang 

diajukan oleh pemerintah, tanpa mampu memberikan apresiasi yang lebih 

dalam dan tajam mengenai substansi program yang diajukan. Perdebatan 

seputar anggaran sebagiannya malah diapresiasi secara "emosional", sehingga 

yang mengemuka adalah lahirnya friksi dan "disharmoni" antara kedua 

lembaga ini. "Kecerdasan" para anggota dewan justrui lebih terlihat pada saat 

pembahasan mengenai anggaran yang diperuntukan buat mereka ketimbang 

anggaran untuk pembangunan (publik). Kondisi semacam ini memperlihatkan 

betapa rendahnya kinerja mereka dalam menjalankan peran dan fungsinya 

sebagai pemegang amanah rakyat dalam konteks penganggaran (Tentu saja 

dengan tidak bermaksud mengecilkan dan merendahkan peran dan fungsi 

mereka). 

Hasil wawancara juga menggambarkan bahwa dalam konteks disiplin 

kerja, sebagian anggota dewan tampaknya bel urn menunjukan tingkat disiplin 

yang tinggi. Hal ini tercermin dari rendahnya apresiasi mereka dalam 

memenuhi kehadiran dan ketepatan waktu pacta saat sidang anggota dewan 
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diselenggarakan. 

Kemudian dalam hal menyalurkan aspirasi yang berkembang di 

masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya dipandang 

bel urn sepenuhnya aspiratif. Mereka dianggap hanya baru bisa "menampung" 

aspirasi dan belum mampu mengartikulasikan aspirasi yang disampaikan oleh 

masyarakat. Hal ini boleh jadi terkait dengan rendahnya kualitas sebagian 

anggota dewan sehingga mereka kurang mampu menangkap pesan dan 

harapan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya. 

6. Hasil Wawaucara Deugau Ketua Kadiu Kab Aceh Jaya 

Hasil wawancara menggambarkan bahwa DPRK Aceh Jaya belum 

sepenuhnya mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga 

perwakilan rakyat, baik yang terkait dengan fungsi legislasi, kontrol, maupun 

fungsi anggaran. Penilaian ini didasarkan pada argumentasi sebagai berikut: 

Pertama, dalam menjalankan fungsi legislasi anggota dewan belum 

sepenuhnya mau dan mampu memperlihatkan keseriusannya sebagai wakil 

rakyat. Hal ini tercermin dari masih rendahnya disiplin sebagian anggota 

dewan dalam menjalankan tugasnya, seperti rendahnya tingkat kehadiran dan 

ketidaktepatan waktu pada saat mengikuti sidang, implikasinya sidang yang 

dilaksanakan terpaksa harus diundurkan. Kedua, dalam menjalankan fungsi 

kontrol, anggota dewan juga dianggap bel urn sepenuhnya mampu menjalankan 

tugasnya sebagai lembaga kontrol. Mereka lebih cenderung melaksanakan 

tugasnya secara formal ketimbang substansi. Memang benar bahwa mereka 

sering melakukan pengawasan terhadap program pembangunan yang 
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dijalankan oleh lembaga eksekutif, namun mereka dianggap tidak mampu 

melakukan pengendalian dan perbaikan pada saat terjadi penyimpangan. 

Seperti contoh ada pembangunan salah satu pertokoan yang dianggap 

menyalahi peruntukan dan tidak sesuai dengan RUTRK, DPRK Aceh Jaya 

sepertinya tidak berdaya untuk melakukan perubahan atau perbaikan. Hal ini 

salah satunya disebabkan oleh regulasi yang mengatur peran dan fungsi dewan 

yang kurang mendukung, sehingga Pemerintah Kabupaten cenderung "tidak 

mau mendengar" apa yang disarankan oleh anggota dewan. 

Sedangkan menurut pandangan anggota KADIN, perlunya Qanun 

mengenai transparansi anggaran, setiap pembuatan anggaran seharusnya 

melibatkan masyarakat, sejauh mana masyarakat dapat terlihat. Ada perbedaan 

prinsip yang mencolok antara DPRK dengan eksekutif, DPRK tidak memiliki 

kekuatan hukum dalam hal ini, DPRK seharusnya memiliki kekuatan hukum 

untuk memback up semua kegiatannya, KADIN pun sama persepsinya bahwa 

ketika aspirasi masyarakat dibawa hanya saat paripurna saja, jadi intinya 

DPRD tingkat aspiratifnya hanya sekitar 30% saja. 

Dalam hal sumber daya manusia, anggota DPRK Aceh Jaya masih 

dipandang belum seluruhnya memiliki kualitas sumber daya manusia yang 

memadai untuk menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal 

ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan mereka yang masih rendah, 

pengalaman sebagai wakil rakyat yang belum mumpuni dan rekruitmen 

anggota dewan dari partai politik yang belum sepenuhnya didasarkan pada 

pertimbangan kualitas, tetapi lebih cenderung bersifat politis. 

Hasil wawancara juga mengungkap bahwa koordinasi dan kerjasama 
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antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dianggap belum terjalin 

secara harmonis. Hal ini tercermin dari adanya perbedaan pandangan yang 

mengarah pada "disharmonisasi" antara kedua lembaga tersebut. lmplikasinya, 

mengakibatkan peran dan fungsi DPRK secara kelembagaan belum berjalan 

secara optimal. Hal ini juga mengandung arti bahwa kinerja mereka sebagai 

wakil rakyat belum mencerrninkan apa yang dikehendaki rakyat. 

Hasil wawancara juga mengungkap bahwa DPRK Aceh Jaya belum 

sepenuhnya mampu mangartikulasikan aspirasi yang disampaikan oleh para 

pengusaha termasuk Kadin. Penguatan atas pandangan tersebut tercerrnin dari 

adanya berbagai pembahasan yang terkait dengan masalah dunia usaha, namun 

secara formal regulasi yang dibahas tidak sepenuhnya melibatkan stakeholders 

(pengusaha). Padahal secara substansial, produk kebijakan yang akan 

dikeluarkan sudah barang tentu akan terkait dengan aktivitas dunia usaha. 

Calang, Aceh Jay a 20 II 
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